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2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa
Arab terdiri atas vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap
(diflong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:
Tanda Nama Latin Contoh
) Fathah A e
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°) Dhammah U &)
b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan
huruf,
Contoh:
Tanda Nama Latin Contoh
& Fathah dan ya Ai s
5 Fathah dan waw Au ds

3. Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan
simbol (tanda),
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Tanda Nama Latin Contoh Ditulis
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menggunakan huruf
ya
= Kasrah dan ya 8/1 Ja Qila
3 Dhammah dan waw Ul O s Yamutu

4. Ta Marbuthah
Transileterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :
a.

Ta Marbuthah hidup atau yang berharokat fathah : kasrah dan
dhammah maka transileterasinya adalah huruf t;

Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transileterasinya
adalah huruf h; Kata yang di akhiri Ta Marbuthah diikuti oleh
kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah,
maka Ta Marbuthah itu di transileterasikan dengan h.

Jukall) dz = Raudhatul athfal
Al ) siall = Al-Madinah Al - Munawarah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah  atau tasydid  ditranseliterasikan  dengan
menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut,
Misalnya :

W, = Robbana
A = Al- birr
6. Kata sandang al
a. Diikuti oleh huruf as-syamsiyah, maka di transileterasikan
dengan bunyinya, yaitu huruf [I] diganti dengan huruf yang
sama dengan huruf yang mengikutinya.
Contoh:
At-Tawwabu = <5
Ar-Rajulu =dsll
As-Sayyidu = 2
As-Syamsu = sl
b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditranseliterasikan

sesuai aturan-aturan bunyinya.
Contoh:



BN = Al-Jalal

L& = A[-Kitab
o = Al-badi'u
o8l = Al-Qomaru

Catatan : kata sandang di tulis secara terpisah dari kata yang
mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-
syamsiyah maupun al-Qomariyah.
7. Hamzah
Hamzah di transliterasikan dengan apoatrof. Namun hal ini
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan
karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:
OGS = T 'khuzuna
sl = As-syuhada
L@ = Umirtu

lold = Fa'tibiha
8. Penulisan Kata
Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis
terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau
huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata
seperti itu di rangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:
Arab Semestinya Cara Transliterasi
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9. Huruf Kapital
Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku
dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis
untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat.
Apabila awal nama atau nama tempat tersebut didahului kata
sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf
awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
Kedudukan Arab Transliterasi
Awal kalimat Ad8 e (e Man 'arafa nafsahu
Nama diri Je ¥ 2endla g Wa ma
Muhammadun illa
rasul
Nama tempat 5y siall Al (s Minal-Madinatil-
rasul
Nama bulan Gbiaay yed S Ila syahri
Ramadana
Nama diri Al e g Zahaba as-Syafi' i
didahului al
Nama tempat Al e ey Raja'a min al-
didahului al Makkah

10. Penulisan Kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila
kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital, contoh:

Ay = Wallah
A e = Minallah
AV & = Fillah

A = Lillah
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ABSTRAK

SIMKAH merupakan aplikasi yang digunakan  untuk
mendokumentasikan data informasi pernikahan. Salah satu aspek penting
dalam pendaftaran pernikahan adalah peran wali nikah. Namun dengan
tidak adanya batasan usia wali nikah dalam entri wali pada aplikasi
SIMKAH memungkinkan pendaftaran nikah dilanjutkan meskipun wali
berusia sangat muda, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis ketentuan batas usia wali nikah pada entri wali dalam
aplikasi SIMKAH berdasarkan Perspektif hukum Islam dan hukum
positif. Metode penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan
(library research) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu data yang
terkumpul dianalisis dengan regulasi hukum Islam dan hukum positif
terkait batas usia wali nikah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak dibatasi bahkan bisa mencatat usia
wali nikah 10 tahun. Analisis hukum Islam menganjurkan penggunaan
teori maslahah al-mursalah dalam menetapkan usia wali nikah, yang
berkisar antara 18-21 tahun. Namun, dalam Analisis hukum positif,
ketentuan batasan usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH tidak
sesuai dengan ketentuan kedewasaan seseorang untuk mampu
bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum yang terdapat
dalam perundangan-undangan yang berlaku. Meskipun keduanya
memiliki esensi yang sama dalam mengatur tujuan pernikahan tetapi
memiliki perbedaan ketentuan batas usia kedewasaan dan batas usia
baligh.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, SIMKAH.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan suci yang
ketentuannya dikemukakan dalam Al-Qur’an maupun Hadits dan
penerapannya diatur oleh berbagai etika dan peraturan perundang-
undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang
beradab dan berakhlak.! Untuk membawa manusia hidup
berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di
tengah makhluk-makhluk Allah yang lain.?

Menurut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, perkawinan adalah ikatan secara fisik dan emosional
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng,
didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk dianggap sah, sebuah perkawinan harus dilakukan sesuai
dengan aturan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan
tersebut, serta dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah lembaga sosial yang
dianggap berasal dari Allah. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan
yang merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan
ghalidzan, yang dilakukan untuk menaati perintah Allah dan
menjadikannya sebagai ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk

! Wahbah al-Zuhaili, AI-Figh Al-Isiami Wa ‘Adillatuh, Cetll.
(Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 29.

2 Gutji Hasuan, “URGENSI PENERAPAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA SE-KOTA
MANADO | Gutci | I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics,”
Journal of Islamic Law and Economics, last modified 2021,2,
https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1697.
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menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah.

Pada hakikatnya pernikahan adalah ikatan yang kokoh dan
kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami, istri,
dan keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga. lkatan
perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti telah
diatur dalam Islam suatu ikatan janji yang kuat seperti yang
terdapat dalam surah An-Nisa ayat 21:
Mcume&ﬁuh\}umé\ém“@as\ qs}qu;bu.&}
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain
sebagai  suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.””

Hukum agama Islam, yang dikenal sebagai fiqih munakahat,
diakui secara resmi dalam Undang-undang perkawinan yang
mengatur hal-hal terkait perkawinan bagi umat Islam. Apakah
suatu perkawinan sah atau tidak maka diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya” dan pada ayat (2) menyatakan
bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Kedua ayat tersebut menjadi
dasar atau acuan yang menentukan apakah suatu perkawinan
dianggap sah atau tidak.

Untuk mencapai perjanjian pernikahan yang suci dan kuat
bukanlah hal yang mudah, karena seseorang yang akan menikah
harus memahami rukun dan syarat sah pernikahan. Seperti yang
diketahui, keberadaan rukun dalam suatu perbuatan adalah kunci
keabsahan perbuatan tersebut. Rukun adalah unsur yang harus ada

8 Al-Qur’anul Karim QS. An-Nisa/4: 21.



3

untuk memastikan keabsahan perbuatan dan menjadi bagian
integral dari perbuatan itu.*

Salah satu rukun nikah adalah wali, karena keberadaan wali
merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan
dianggap sah. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-
Bagarah ayat 232: )

13 G551 GASE O Ga sliasd 36 Galal alis sl A 13
; S AT T e - A PRt
S e £ OF 00 13 703 ol il (5 e

O3alas ¥ 28 5 alag 4 57 Hedal 5 281 S 28107 AN a5l g
Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat
kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih
suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Adanya wali dalam pernikahan sangatlah penting, karena
akad nikah terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, bukan
dengan pengantin perempuan. Terkadang, ada kesalahpahaman
tentang hal ini. Inilah kenapa Islam mengajarkan pentingnya
keberadaan wali dalam akad pernikahan, yang pada dasarnya
adalah untuk melindungi kehormatan perempuan. Seorang wanita
tidak bisa menghalalkan dirinya sendiri dengan menikah tanpa
adanya wali.® Rasulullah SAW bersabda:

* Beni Saebani Ahmad, Figih Munakahat 1 (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2001), 204.

% Al-Qur’anul Karim QS. Al-Bagarah/2: 232-.

® Ahmad Sarwat, Figih Nikah, Pain Medicine, vol. 9 (Fakultas
Syari’ah, 2009), 54.
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Artinya: “Dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw berkata Tidak sah
nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban,
dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).”

Keberadaan wali dalam pernikahan diwajibkan menurut
ajaran Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Menurut
Madzhab As-Syafi'i, izin wali termasuk sebagai salah satu rukun
perkawinan, begitu juga dalam Madzhab Hambali dan Maliki.
Namun, dalam Madzhab Hanafi, wali hanya dianggap sebagai
syarat, bukan rukun, karena menurut pandangan mereka, wali
hanya diperlukan ketika anak yang masih kecil akan dinikahkan,
sedangkan ketika sudah dewasa, ia memiliki hak untuk memilih
melanjutkan atau membatalkan perkawinan.®

Kedudukan wali dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
tidak sejelas dalam hadits atau kitab-kitab fiqih. Meskipun undang-
undang ini menyebutkan perwalian, hal itu terkait dengan
pengelolaan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,
baik perwalian atas dirinya maupun harta, hingga anak mencapai
usia dewasa atau mandiri. Namun, aturan tersebut hanya berlaku
untuk anak di bawah usia 18 tahun atau yang belum menikah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, disebutkan dalam Bab 2 Pasal 2 ayat (2) mengenai
Pencatatan Perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan bagi
mereka yang menikah sesuai dengan agama dan kepercayaan

" Abu Daud Sulaiman bin Al Asy’ats bin Syadad, Shahih Sunan
Abu Daud, juz 2. (Beirut: Daral Kutub Al Arobi), 191..

8 Yaswirman, Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Padang: Andalas
University Press, 2006), 194.
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mereka selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan
di kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku tentang pencatatan perkawinan.® Hal ini
diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan menguatkan bahwa perkawinan bagi
warga yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan
demikian, aturan ini mewajibkan masyarakat yang akan menikah
untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan atau
Kantor Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal mereka.°
Pencatatan perkawinan telah menjadi permasalahan sejak
awal pembentukan Rancangan Undang-undang Perkawinan pada
tahun 1973, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU 1/1974)dan
kemudian di perbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (legal meaning)
pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan
tentang perkawinan.!? Undang-undang tersebut menegaskan
bahwa perkawinan bukan hanya sekadar hubungan perdata atau

® Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Bab 2 Pasal 2 ayat (2).

10 Wijono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia
(Bandung: Bandung Sumur, 2000), 7.

1 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan
Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

12 Hartono Mardjono, Menegakkan Syari’at Islam Dalam Konteks
Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek
Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara (Bandung: Mizan, 1997), 91-96.



6

antara manusia semata, tetapi merupakan perjanjian yang suci

berdasarkan ajaran agama.'®

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah
pencatatan perkawinan yang tercantum pada pasal 5 sebagai
berikut:

1. Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,
setiap perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang
Nomor 32 Tahun 1954.14

Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan unit
kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian
tugas pemerintah dibidang agama Islam, di wilayah kecamatan
sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007,
karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.
Banyak hal yang menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama
(KUA), mulai dari mengurus Nikah-Rujuk (NR), wakaf,
bimbingan haji, penyuluhan agama Islam, hingga menjadi pusat
data informasi keagamaan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu,
tidak mengherankan jika KUA mencerminkan Kementerian
Agama, terutama dalam pelayanan nikah, termasuk pencatatan
perkawinan.

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting
secara hukum, terutama dalam menjaga dan melindungi hak-hak
individu serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum
telah terjadi. Oleh karena itu, ketika ada tuntutan atau gugatan

13 Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak
Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam), 3.

14 Buku 1 Hukum Perkawinan Bab 1 Ketentuan Umum, Indonesia,
Kompilasi Hukum Islam (KHI).



7

terkait keabsahan suatu perbuatan hukum, bukti pencatatan
menjadi sangat penting.®

Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan menjelaskan bahwa admnistrasi  pencatatan
perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi
manajemen pernikahan berbasis online.'® Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah sebuah program aplikasi
komputer  berbasis Windows yang digunakan untuk
mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan
Agama (KUA) di Indonesia. Aplikasi ini merupakan inovasi
terbaru dari Bimas Islam untuk meningkatkan kinerja KUA
Kecamatan, terutama dalam mendukung tugas KUA dalam
pelayanan pencatatan perkawinan dengan memanfaatkan teknologi
internet pada masa sekarang.

Dengan peningkatan jumlah perkawinan di Indonesia yang
terus bertambah dan kehidupan modern yang semakin kompleks,
tuntutan akan keteraturan dalam berbagai hal, termasuk pencatatan
perkawinan, semakin mendesak. Jika hal ini diabaikan,
kemungkinan besar akan muncul kekacauan dalam masyarakat,
seperti praktik poligami ilegal, pemalsuan identitas, dan
sebagainya. Kekurangan dalam administrasi atau kesalahan
administratif menjadi perhatian KUA untuk mencatat data
pengantin dan pelaksanaan perkawinan.

Program SIMKAH adalah salah satu aplikasi yang dirancang
khusus untuk keperluan tersebut. Aplikasi ini juga mengadopsi
teknologi internet sebagai cara yang lebih efisien, cepat, dan aman
dibandingkan dengan teknik backup konvensional.!” Sebelum data

15 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan
(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 21.

16 Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Jo
Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007.

17 Aries Setiawan, Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen
Simkah (SIMKAH), 2010, 4.
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pendaftar nikah dimasukkan ke dalam aplikasi SIMKAH, pegawai
KUA akan memeriksa berkas-berkas yang menjadi persyaratan
dari pendaftar nikah. Jika semua berkas sudah lengkap, barulah
data tersebut dimasukkan ke dalam setiap entri pada aplikasi
SIMKAH, termasuk data kedua calon pengantin beserta wali
nikah, penghulu, lokasi pernikahan, dan data lainnya. Selanjutnya,
ada beberapa pengaturan dalam pengisian data dalam aplikasi
SIMKAH.

Salah satu aturannya adalah mengenai usia calon pengantin
dan usia wali nikah. Jika usia calon pengantin belum mencapai usia
minimal yang ditentukan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, SIMKAH
akan menolak secara otomatis karena sistem ini terhubung
langsung dengan database catatan sipil. Ketika data diambil dari
catatan sipil dan usia belum memenuhi ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
maka data tersebut akan ditolak oleh sistem. Namun, ada
kemungkinan untuk diterima oleh sistem dengan syarat-syarat
tertentu, seperti menyertakan surat permohonan dari orang tua dan
Pengadilan Agama, sehingga pernikahan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan mengenai usia wali nikah juga penting. Wali dalam
pernikahan adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk
mengurus dan melindungi individu yang berada di bawah
perlindungannya. Wali nikah adalah orang yang bertindak atas
nama pengantin perempuan saat pernikahan berlangsung. Dalam
konteks ini, wali perempuan bertindak sebagai pihak yang
mengucapkan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Oleh karena
itu, tanggung jawab wali dalam pernikahan sangat besar, karena
telah digariskan dan dikukuhkan oleh Allah dalam nas agama
Islam.’® Dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),

18 Qurrotul Aniyah, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan
(Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi),” Jurnal Kajian Kelslaman
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tidak ada ketentuan mengenai batas usia minimal bagi seseorang
yang bertugas sebagai wali nikah. Namun, dalam hukum Islam,
usia minimal yang ditetapkan adalah baligh, yang umumnya
dianggap pada usia 15 tahun. Sedangkan, Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Pasal 50 tentang Perkawinan menyatakan ketentuan
usia kedewasaan anak yakni ”Anak yang belum mencapai usia 18
(delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan
perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali”. Ini
menunjukkan bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun
masih dianggap sebagai anak, yang berarti belum dewasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai
kedewasaan seorang anak terdapat dalam Pasal 98 ayat 1 yang
menyatakan, "Usia anak yang dianggap dewasa atau mampu
mandiri adalah 21 tahun, kecuali jika anak tersebut memiliki cacat
fisik atau mental, atau sudah menikah." Oleh karena itu, ini
menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun
dianggap sebagai anak, yang artinya belum dewasa.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18
ayat 2 disebutkan syarat-syarat wali nasab sebagai berikut

Syarat-syarat wali nasab:*®
a. Laki-laki;
Bergama Islam;
Baligh, berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;
Berakal;
Mardeka, dan
Dapat berlaku adil.
Dari pasal ini, terlihat bahwa usia minimal wali nikah
ditetapkan minimal 19 tahun. Namun, dalam Peraturan Menteri

- D® o0 o

vol.3, no. 2 (2020): 3,
http://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/94.

19 Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18
Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan., 2007.
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Agama No. 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 2, persyaratan wali nasab
dalam perkawinan adalah sebagai berikut:
Syarat-syarat wali nasab: %
a. Laki-laki;
Beragama Islam;
Baligh;
Berakal; dan
Adil.
Dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Pasal 11
ayat 2 tentang Pencatatan Perkawinan, tidak ada batasan usia untuk
wali, hanya dinyatakan bahwa syaratnya adalah sudah baligh.
Dalam hal ini, batas usia minimal wali nikah yang telah diatur
dalam pengaturan entri data wali nikah pada aplikasi SIMKAH
tidak sesuai dengan kriteria baligh wali nikah dalam hukum Islam,
serta syarat wali nikah dalam hukum positif. Oleh karena itu, perlu
dilakukan revisi untuk menyelaraskan dan menyesuaikan
persyaratan tersebut dengan menggunakan sudut pandang
mashalah al-mursalah, sehingga dapat memberikan gambaran
tentang usia minimal wali nikah yang harus diterapkan dalam
pengaturan data wali nikah pada aplikasi SIMKAH.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk

o o0 o

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap
Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (Simkah) Menurut Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif.”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaiamna Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah dalam
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?

20 peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11
Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan., 2018.
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2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif
Terhadap Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah dalam
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?

3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Analisis Hukum
Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali
Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a.

Untuk Mengetahui Bagaiamna Ketentuan Usia
Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH)?

Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam
dan Hukum Positif Terhadap Ketentuan Usia Minimal
Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH)?

Untuk Mengetahui Bagaimana Persamaan dan
Perbedaan Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif
Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?

2. Manfaat Penelitian

a.

Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian
ini dapat meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan
bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam bidang
hukum keluarga. Selain itu, diharapkan juga dapat
memberikan informasi dan pemikiran untuk penelitian
lanjutan terkait aturan-aturan baru yang mungkin akan
muncul dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) di masa mendatang.
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b. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dengan
memberikan masukan baru kepada pemerintah dalam
proses pembuatan undang-undang, atau lembaga institusi
lainnya yang terlibat secara langsung atau tidak langsung
dalam pengembangan studi tentang hukum keluarga di
Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi sumber referensi bagi para peneliti yang ingin
mendalami aplikasi pencatatan perkawinan dalam Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta menjadi
pedoman bagi aparat penegak hukum dan pemerintah
yang bertanggung jawab dalam menangani masalah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis pustaka
berdasarkan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian,
landasan penelitian tersebut berupa penelitian nasional dan juga
jurnal-jurnal. Adapun penelitian terdahulu:

Penelitian dari Uni, lestari (2019) Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Raden Fatah Palembang Prodi Hukum Keluarga
Islam, Tentang “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Prabumulih Barat Kota Prabumulih”.?! Penelitian ini memiliki
persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya dengan
penelitian penulis adalah menjelaskan tentang penggunaan aplikasi
SIMKAH dalam ranah KUA di setiap wilayah Kecamatan.
Sedangkan perbedaannya penelitian ini menjelaskan tentang

2 Lestari Uni, “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih
Barat Kota Prabumulih” (UIN Raden Fatah, 2019).
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efektivitas dalam penerapan aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan
Agama Kecamatn Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan
penelitian penulis menjelaskan tentang ketentuan batas usia
minimal wali nikah yang terdapat dalam entri pengimputann data
wali dalam aplikasi SIMKAH.

Penelitian dari Ahmad Nafii Thsan (2019) Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Walisongo Semarang Prodi Hukum Keluarga
Islam, tentang “Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama
Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia
Baligh Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan”.?? Penelitian ini
memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya pada
skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan usia baligh
bagi wali nikah. sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini
berfokus pada penghapusan batas usia wali nasab pada Peraturan
Menteri Agama yang baru dan penelitian penulis berfokus pada
ketentuan batas usia minimal bagi seorang wali nikah dalam
pengim aplikasi SIMKAH.

Penelitian dari H. M. Hafiz (2016) Fakultas Syari’ah dan
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin prodi Ahwal Al
Syakhshiyyah, tentang “Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam
Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11
Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)”.?® Penelitian ini memiliki
persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya dengan
penelitian penulis adalah pembahasan tetang batas usia minimal
wali dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian
ini menganalisis implementasi ketentuan Pasal 18 PMA No. 11

22 Ahmad. Nafii Thsan, “Studi Analisis Terhadap Peraturan
Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan
Batas Usia Baligh Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan” (UIN
Walisongo, 2019).

23M. Hafizh, “Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan
(Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Pencatatan Nikah)” (IAIN Antasari, 2016).
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Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan yang mensyaratkan
wali nasab sudah baligh, yaitu sekurang-kurangnya berumur 19
tahun. Dalam keadaan seorang wali nasab yang sudah baligh
namun belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak bisa
menjadi wali dalam pernikahan. Sedangkan penelitian penulis
membahas ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam entri
pengimputan data wali nikah pada aplikasi SIMKAH.

Penelitian dari Aliyatul Fitriyanti (2019) Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Hukum Keluarga
Islam, tentang ”Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”.?* Penelitian ini juga
memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis.
Persamaanya yaitu membahas tentang ketentuan usia minimal wali
nikah dalam aplikasi SIMKAH, sedangkan yang menjadi
perbedaanya adalah penelitian ini membahas batas usia minimal
wali nikah yang dibatasi pada usia 16 tahun pada entri simkah dan
penelitian penulis yaitu membahas tentang ketentuan entri usia
minimal wali nikah yang tidak lagi dibatasi minimal usia wali
tersebut.

Penelitian dari Nurliza (2022) Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar- Raniry Banda Aceh Prodi Hukum Keluarga Islam, tentang
“Penerapan Simkah Online Berdasarkan Pma Nomor 20 Tahun
2019 Di Kua Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
Ditinjau Dari Teori Maslahah”.?® Penelitian ini memiliki
persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya dengan
penelitian penulis adalah mebahas tentang penerapan-penerapan

24 A. Fitriyanti, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH)” (UIN Sunan Ampel, 2019).

25 Nurliza, “Penerapan Simkah Online Berdasarkan Pma Nomor
20 Tahun 2019 Di Kua Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
Ditinjau Dari Teori Maslahah” (UIN Ar-Raniry, 2022).
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SIMKAH online. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini
mebahas tentang Penerapan SIMKAH Online berdasarkan PMA
Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Maslahah, serta
kendala-kendala teknis dalam praktek penerapan SIMKAH Online
di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
Penelitian penulis membahas penerapan batas usia minimal wali
nikah dalam SIMKAH.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, tentunya penelitian
yang hendak penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian
sebelumnya. Dalam hal ini penulis akan melakukan analisis
terhadap batas minimal usia wali nikah dalam aplikasi SIMKAH
dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dimana
perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang batas minimal
usia wali yang terdapat dalam aplikasi SIMKAH pada entri data
wali memiliki aturan yang tidak membatasi bataas minimal
seseorang yang akan menjadi wali. Kemudian dalam undang-
undang dan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini ada
berupa hukum Islam dan hukum positif yang membahas tentang
seseorang yang sudah berumur yang cukup matang untuk
melakukan perbuatan hukum yang berlaku.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif.
Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan
kepustakaan atau data sekunder belaka.?® Penelitian ini
dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian
berupa berkas Undang-undang, Peraturan Menteri Agama,

%6 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2008), 3.
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Kompilasi Hukum Islam, buku-buku tentang perkawinan serta
analisis dari hasil penelitian di aplikasi SIMKAH.

2. Sumber Data dan Jenis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data
yang diambil dari Hukum Positif dan Hukum Islam yang
tersusun atas:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki
kewenangan. Bahan hukum primer meliputi

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Pencatatan Perkawinan.

d) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Pencatatan Perkawinan.

e) Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 21, Al-Bagarah ayat
232, dan An-Nur ayat 59.

f) Hadits Riwayat dari Ibnu Majah (no. 1872) kitab nikah
dan Hadits Riwayat HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab
an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikaah,
kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024).

b. Bahan Hukum Sekunder
Sumber sekunder merupakan data pendukung yang
diperoleh dari sumber yang telah ada dan berfungsi untuk
melengkapi data primer.?” Data yang didapat dari sumber
data sekunder tersebut adalah Buku Panduan SIMKAH dan
kitab Syaikh Salim bin Sumair al-Hadromi, Matan Safinah
naja.

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.IIL
(Jakarta: UI-PRESS, 2018), 101.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan
sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier diambil
dari artikel-artikel dan internet yaitu diakses dari
https://simkah4.kemenag.go.id/.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan.
Menurut M. Nazir, Studi pustaka ialah teknik pengumpulan data
melalui studi analisis terhadap catatan, buku-buku, literatur-
literatur, dan laporan-laporan yang ada kaitannya terhadap
persoalan yang akan diselesaikan.?® Teknik ini memungkinkan
untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan
menganalisi berkas administrasi pernikahan, buku panduan
penggunaan aplikasi Simkah, dan kitab Matan Safinah naja.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis normatif yaitu bahan hukum
dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian dikaji melalui
pendekatan konseptual, hukum, dan lainnya untuk memberikan
gambaran atau tanggapan terhadap masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara teratur dengan sistematika
penulisan yang tersusun atas empat bab dengan setiap bab
memiliki sub-sub yang saling berhubungan satu sama lainnya.
Uraiannya:

28 Sumargono, Metodologi Penelitian Sejarah (Jawa Tengah:
Lakeisha, 2021), 118.
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BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika
penulisan.

BAB I1 ANALISIS UMUM, bab ini memuat teori-maslahah yang
merupakan analisis umum tentang konsep wali nikah perspektif
hukum Islam, konsep wali nikah perspektif hukum positif, dan
membahas tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH).

BAB III PEMBAHASAN, bab ini memuat hasil pembahasan
penelitian yang meliputi ketentuan batas usia minimal wali nikah
dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),
analisis hukum Islam terhadap ketentuan batas usia minimal wali
nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) dan analisis hukum positif terhadap ketentuan batas
usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH).

BAB IV PENUTUP, bab ini memuat kesimpulan dan saran yang
diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



BAB II
KONSEP WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,
KONSEP WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF,
DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH)

A. Konsep Wali Nikah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah

Kata "wali" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
memiliki arti sebagai pengasuh, orang tua, atau pembimbing
terhadap seseorang atau sesuatu.?® Sementara itu, konsep
perwalian dalam Bahasa Arab diterjemahkan sebagai "walayah"
atau "wilayah," yang mengacu pada hak yang diberikan oleh
syariah kepada seorang wali untuk mengambil tindakan dan
melakukan sesuatu, bahkan mungkin secara paksa, tanpa
persetujuan dari pihak yang menjadi wali.®

Dalam istilah figih, perwalian disebut sebagai "wilayah,"
yang mengindikasikan penguasaan penuh yang diberikan oleh
agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi
orang atau barang.3!

Sebagaian ualama’, terutama dari kalangan hanafiyah,
membedakan perwalian pada urusan khusus ke dalam tiga
kelompok, yaitu:*?

a. Perwalian terhadap jiwa (al-walayah an-nafs)
b. Perwalian terhadap harta (al-walayah ‘alal maal)
c. Perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus.

28 Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995), 92.

%0 Muhammad Bagir Al-Habsy, Figh Praktis (Bandung: mizan,
2002), 96.

31 Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 92..

32 Hasbi As Siddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan Antar
Madzhab (Semarang: Pustaka Rizki, 2001), 103.
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Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, yang
akan dibicarakan di sini ialah yang berhubungan dengan
perwalian orang dalam perkawinannya. Yang dimana
perkawinan Dalam konteks penelitian ini, termasuk dalam
kategori "al-walayah an-nafs" yang mengacu pada perwalian
terhadap aspek kehidupan pribadi, yakni pengawasan terhadap
urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga
seperti perkawinan dan pemeliharaan anak. Hak pengawasan ini
pada dasarnya dipegang oleh ayah, kakek, atau wali lainnya.

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali
dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.®® Seorang
perempuan dapat dinikahkan oleh wali yang berhak, asalkan
wali tersebut mampu menjalankan perannya sebagai wali.
Namun, terdapat situasi di mana wali tidak dapat hadir atau
tidak mampu melaksanakan tugas wali karena suatu alasan
tertentu, sehingga hak kewalian tersebut dapat dialihkan kepada
orang lain.3*

Penunjukan wali dilakukan berdasarkan skala prioritas
yang diatur secara tertib, dimulai dari orang yang paling berhak,
yaitu mereka yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat.
Mayoritas ulama, seperti Imam Malik dan Imam Syafi',
berpendapat bahwa wali adalah ahli waris yang berasal dari
garis ayah, bukan dari garis ibu.

Jumhur ulama’ fikih sependapat bahwa urut-urutan wali
adalah sebagai berikut:*°
a. Ayah

33 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih (Jakarta: Kencana,
2003), 90.

34 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka
Setia, 2000), 59.

% Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Figh Munakahat (Bandung:
Pustaka Setia, 1999), 90-91.
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Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas;

Saudara laiki-laki sekandung;

Saudara laki-laki seayah saja;

Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;

. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki
sekandung;

h.  Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
i.  Cucu dari anak laki-laki sekandung;

j- Cucu dari anak laki-laki seayah;
k.

I

@ ro a0

Saudara laki-laki ayah, sekandung; dan

Saudara laki-laki ayah, seayah saja.
Singkatnya urutan wali adalah:

a. Ayah seterusnya ke atas;
b. Saudara laki-laki ke bawah; dan
c. Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Adapun Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat
mengenai peran wali dalam suatu pernikahan, apakah menjadi
syarat sah atau tidak. Imam Malik dan Imam Syafi'i
berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa
keterlibatan wali.®

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri
berpendapat bahwa jika seorang perempuan melakukan akad
nikah tanpa wali, namun calon suaminya memiliki kufu'
(sebanding), maka pernikahan tersebut diperbolehkan. Abu
Dawud membedakan antara gadis dan janda, mengharuskan
adanya wali pada gadis tetapi tidak mensyaratkannya pada
janda. Pendapat lain menyatakan bahwa persyaratan wali
hukumnya sunnah, bukan fardhu, karena mereka berpendapat
bahwa adanya waris di antara suami istri yang menikah tanpa

3% Mahmud Junus, Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Bulan
Bintang, 2006), 53.
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wali, serta wanita terhormat yang dapat mewakilkan seseorang
untuk menikahkannya. Imam Malik juga menyarankan agar
seorang janda mengajukan wali untuk menikahkannya.®’

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan wali untuk seorang wanita dalam pelaksanaan
akad nikahnya merupakan salah satu rukun utama dari akad
nikah tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah
dalam surat AI—Bftqarah ayat 232: )
GG G ALk BB Gilal ald Ll il 13
OIS G 4y B ) 8GRl 4 13215 1) Giala
g 03" gl 5 &1 A1 aR03% A1 a5als dly S a0

Qg Y i

Artinya:  “Dan apabila kamu menceraikan perempuan,
kemudian telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu
(para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita yang di
bawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila
telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang
beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu
lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang
kamu tidak mengetahui”.%®

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menyerahkan
urusan perkawinan kepada kaum pria, bukan kaum wanita.
Larangan yang disebutkan dalam ayat ini ditujukan kepada para
wali, yang artinya para wali memiliki kemampuan untuk
menghalangi terjadinya perkawinan jika pelaksanaannya tidak
melibatkan mereka atau melanggar ketentuan agama.

37 Aminuddin, Figh Munakahat, 84.
38 Al-Qur’anul Karim QS. Al-Baqarah/2: 232.
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Kemudian dalam hadist Nabi SAW. juga menjelaskan
tentang perlunya wali dalam pernikahan ini adalah hadist yang
diriwayatkan dari Abu Musa, ) ) )
Y : alug adde 4 Jua 4 S5 08 : 08 s (ol (e

faglagsl o193} (AN
Artinya: “Dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw berkatc; Tidak

sah nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu
Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).*®

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan
suatu keharusan, dan sebuah akad perkawinan dianggap tidak
sah jika tidak melibatkan peran wali. Wali ditempatkan sebagai
salah satu rukun perkawinan menurut prinsip yang disepakati
oleh ulama. Dalam akad perkawinan, peran wali bisa berupa
orang yang bertindak mewakili mempelai perempuan atau
sebagai individu yang diminta persetujuannya untuk
melanjutkan perkawinan tersebut.

Para ulama secara bersama-sama menegaskan bahwa wali
memiliki posisi sebagai rukun dan syarat dalam akad
perkawinan, terutama untuk mempelai yang masih di bawah
umur. Hal ini disebabkan karena mempelai yang masih di
bawah umur tidak dapat melangsungkan akad sendiri, sehingga
akad tersebut dilakukan oleh wali mereka.

Seorang wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu
agar pernikahan menjadi sah. Persyaratan wali nikah ini penting
untuk keselamatan suatu pernikahan karena syarat memiliki
peran penting dalam menyempurnakan sebab dan dapat
berpengaruh terhadap hasil akibatnya. Rincian mengenai
persyaratan wali nikah ini dapat dijelaskan lebih lanjut
berikutnya.

39 Syadad, Shahih Sunan Abu Daud, 191.
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Para ulama sepakat bahwa orang yang berhak menjadi wali
nikah itu ialah:%°
1) Mukallaf
Seorang wali haruslah seorang yang mukallaf, yakni
sudah mencapai usia dewasa, karena individu yang mukallaf
memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas
perbuatannya. Dengan kata lain, anak kecil tidak dapat
menjadi wali karena mereka belum dianggap sebagai
individu yang mukallaf. Anak kecil belum memiliki
kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua
amalan ibadahnya, termasuk dalam hal peran sebagai wali
dalam pernikahan.
2) Muslim
Diperlukan bahwa wali nikah harus beragama Islam
apabila calon pengantin juga beragama Islam. Wali nikah
tidak dapat dipegang oleh orang non-Islam, kecuali jika
yang menjadi wali tersebut juga beragama Islam. Perwalian
terhadap individu yang beragama Kkafir dilakukan dan
ditetapkan oleh komunitas mereka sendiri berdasarkan
firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al- Anfal ayat 73 yang
artinya : ”Adapun orang kafir sebagian mereka menjadi wali
bagi sebagian yang lain.”
3) Laki-laki
Wali nikah harus berupa orang laki-laki, sehingga
perempuan tidak diizinkan menjadi wali. Seperti halnya
dalam konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam
masih terkesan bias dan patriarki, karena perempuan tidak
memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri maupun

40 Moh Rifa’i, Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar (Semarang;
CV. Toha Putra, 1978), 279.
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orang lain. Pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang
responsif terhadap kepentingan perempuan.*!

Pendapat para ulama figh mengenai peran wanita
sebagai wali berbeda-beda. Menurut Imam Malik, Syafi'i,
dan Hanbali, suatu pernikahan dianggap tidak sah jika wali
yang menikahkan adalah seorang wanita, dan pernikahan
juga dianggap tidak sah jika seorang wanita menikahkan
dirinya sendiri tanpa wali. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah
berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meskipun walinya
adalah seorang wanita atau jika seorang wanita menikahkan
dirinya sendiri tanpa wali.

Pendapat Imam Malik di atas beralasan dengan hadits
Nabi saw :

AW e Y Sy JB 108 A 4 g-*'é) B (i 8

g 51 ) £ 5 3N 3 {s’i;,;i\’s’i;,;}\)‘u QY. asujm
L@a—uﬁ‘ ”"'u.d\uh‘\.u\)!\

[4aka () o) g J]

Artinya:  “Dari  Abu Hurairah Radiyallahu'anhu ia

berkata, "Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan

seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.
(HR. Ibnu Majah)”.*

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak
memiliki (hak) perwalian dalam pernikahan, baik untuk
dirinya maupun untuk orang lain. Dan pernikahan dimana

41 Sandy Wijaya, “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum
Islam Perspektif Gender” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
2017).

42 Tbnu Majah, Kitab Maktabatu Al Ma’arif, jilid 1. (Riyadh:
Damaskus, 2007).
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seorang wanita menikahkan dirinya sendiri adalah
pernikahan yang batal. Adapun sabda Rasulallah dari Abu
Hurairah “Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan
dirinya sendiri” maksudnya bahwa seorang wanita yang
mengadakan akad (untuk dirinya) seperti prilaku seorang
pezina. Dengan demikian, pernikahan tidak bisa
berlangsung kecuali dengan adanya wali.
4) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.

Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah
pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan
hukum.

5) Baligh dan Berakal Sehat

Anak-anak tidak memenuhi syarat sebagai wali, karena
kedewasaan diukur berdasarkan kemampuan berpikir dan
bertindak secara sadar dan baik. Sebagaimana diketahui,
seorang wali bertanggung jawab, oleh karena itu, seorang
wali haruslah memiliki akal sehat. Individu yang kurang
memiliki kesehatan mental, mengalami gangguan jiwa, atau
menderita penyakit ayan tidak memenuhi syarat untuk
menjadi wali. Oleh karena itu, salah satu syarat utama untuk
menjadi wali adalah memiliki akal sehat, dan orang yang
mengalami gangguan mental atau kegilaan tidak dianggap
sah sebagai wali.*®

Terkait dengan ketentuan baligh dalam fikih, terdapat
perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Abu
Hanifah, usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun,
sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara itu,
Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i

43 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan
Menurut Islam, Undang-Undang Dan Hukum Perdata (BW) (Jakarta: PT.
Hidakarya Agung, 1981), 28.
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menyatakan bahwa usia 15 tahun dianggap sebagai tanda
baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.**
Dalam kitab terjemah matan Safinah an-Naja, diuraikan
beberapa ciri atau syarat mencapai baligh, yaitu:*°
a. Usia sudah mencapai 15 tahun baik laki-laki maupun
perempuan.
b. Bermimpi keluar sperma atau disebut dengan mimpi
basah baik laki-laki maupun perempuan.
¢. Haid bagi perempuan karena berumur 9 tahun.
6) Adil
Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan
tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap
memelihara maruah atau sopan santun.

4. Macam-Macam Wali Nikah

Para ulama telah memunculkan berbagai jenis wali, baik
yang berkaitan dengan keturunan/nasab maupun dengan alasan-
alasan lainnya. Jenis-jenis wali tersebut melibatkan wali nasab,
wali karena pembelian hamba sahaya (wali milk), wali karena
pembebasan hamba sahaya (wali mu'tiq), wali karena wasiat
(wali wusha), wali karena perjanjian tertentu (wali walayah),
dan wali hakim. Namun, dalam konteks pernikahan di
Indonesia, hanya dua jenis wali yang dibahas, yaitu wali nasab
dan wali hakim.*®

Wali nasab adalah seorang pria beragama Islam yang
memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari
pihak ayah, sesuai dengan hukum Islam, bukan dari garis

4 Muhammad Husein, Figh Perempuan (Refleksi Kiai Atas
Wacana Agama Dan Gender) (Yogyakarta: LKIS, 2001), 90.

4 Syaikh Salim bin Sumair al-Hadromi, Matan Safinah Naja
(Surabaya), 3.

4% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
Antara Figh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta:
Kencana, 2007), 75.
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keturunan (rahim) ibu. Sementara itu, wali hakim adalah
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang
ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon
mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Namun, definisi
terakhir perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon
mempelai wanita yang tidak memiliki wali". Lebih tepat jika
ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita
yang, karena alasan tertentu sesuai peraturan, diwajibkan
menikah dengan menggunakan wali hakim".4’

Wali Hakim telah disebutkan bahwa wali yang
berkedudukan lebih dekat memiliki hak menjadi wali jika wali
yang berkedudukan lebih jauh tidak hadir atau tidak memenuhi
syarat-syarat wali. Jika wali yang berkedudukan lebih dekat
sedang dalam perjalanan atau tidak berada di tempat, wali yang
berkedudukan lebih jauh hanya dapat bertindak sebagai wali
jika mendapatkan kuasa dari wali yang berkedudukan lebih
dekat tersebut. Jika pemberi kuasa tidak ada, perwalian akan
beralih kepada sultan (kepala negara) atau orang yang diberi
kuasa oleh kepala negara, toko agama desa setempat atau tokoh
masyarakat apabila tidak terdapat kepemerintahan di suatu
wilayah tersebut. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden,
yang memberikan kuasa kepada Menteri Agama, dan
selanjutnya Menteri Agama memberikan kuasa kepada pegawai
pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Wali hakim
hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak
hadir, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya,
atau adhol (enggan untuk hadir). Dalam kasus wali adhal, maka
wali hakim baru dapat menjalankan peran sebagai wali nikah
setelah mendapatkan keputusan resmi dari pengadilan agama

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
Antara Figh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, 75.
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terkait status wali tersebut. Perwalian nasab atau kerabat pindah

kepada perwalian hakim apabila:

1) Wali nasab memang tidak ada,

2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak
memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di
tempat,

3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya,

4) Wali nasab sedang berihram haji atau umroh,

5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali,

6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di
bawah perkawinannya.*®

Hal ini terjadi jika perempuan menikah dengan saudara
laki-laki yang juga sepupunya dari sisi ayah atau ibu. Adapun
ketentuan tentang wali hakim, bahwa hakim berhak untuk
menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali,* sesuai dengan
sabda Nabi SAW: )

Ol : poa A O JB B e 0 () ke (B

(e (3E) A GAGY (ra (A GUatualdljals

Artinya:  “Dari  ‘Aisyah ra (beliau bersabda): Bahwa

Rasulullah saw bersabda: Jika mereka (para wali) menolak

menikahkan, maka sultanlah wali bagi orang yang tidak

mempunyai wali”. (Muttafaq ‘alaih).>®
5. Hikmah Wali dalam Perkawinan

Wali nikah memiliki fungsi diantaranya menurut Moh Idris

Ramulyo, yaitu Seorang wali berfungsi sebagai perwakilan

48 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
Antara Figh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, 76.

4 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), 19.

50 Afidz Abi Abdillah Bin Yazid Al-Qoswaini, Sunan Ibn Majah,
juz 7. (Beirut: Darul Fikri Arabiyah), 605.
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perempuan, dan kehadirannya menjadi tidak diperlukan jika
yang menyatakan ikrar ijab adalah seorang laki-laki. Meskipun
demikian, dalam praktiknya, seringkali perempuan yang
menyampaikan ijab (penawaran), sementara pengantin laki-laki
menyampaikan ikrar qabul (penerimaan). Hal ini dikarenakan
perempuan umumnya bersifat pemalu, sehingga tugas
menyampaikan ijab diwakilkan kepada wali perempuan.5?

Hikmah kehadiran wali dalam pernikahan diatur oleh
syariat karena perempuan cenderung pemalu dan jarang
berinteraksi dengan laki-laki. Oleh karena itu, wali diperlukan
untuk menghindarkan perempuan dari potensi penipuan oleh
laki-laki, karena wali memiliki pemahaman yang lebih baik
mengenai sifat laki-laki karena sering berinteraksi dengan
mereka atau karena kesamaan jenis kelamin. Wali dapat
memahami mana laki-laki yang baik dan yang tidak baik.>?

Mengizinkan seorang perempuan menikahkan dirinya
sendiri tanpa wali akan membawa konsekuensi yang sulit
dibayangkan. Mereka dapat dengan mudah menikahi laki-laki
yang disukai tanpa pertimbangan yang matang, terutama ketika
mereka sedang dalam situasi cinta. Hal ini dapat merusak nilai-
nilai Islam. Oleh karena itu, peran wali dalam kehidupan
perempuan, terutama dalam konteks pernikahan, memiliki
hikmah yang signifikan.
6. Batas Usia Wali Nikah Dalam Hukum Islam

Kajian teori Maqashid Al-syari’ah dalam hukum Islam
memiliki pentingannya, mengingat hukum Islam berasal dari
wahyu Tuhan dan ditujukan bagi umat manusia. Asy-Syatibi
menjelaskan konsep magashid al-Syari’ah, bahwa dalam

51 Mohd Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-
Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta:
Ind-Hillico, 1985), 214.

52 Junus, Perkawinan Dalam Islam, 24.
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pengambilan keputusan hukum, perlu memperhatikan nilai-
nilai universal dari al-Qur’an dan as-Sunnah untuk mencapai
keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat.
Tujuan utama syariah dalam menetapkan hukumnya adalah
untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik di dunia
maupun akhirat.5® Konsep ini menjadi landasan untuk
menetapkan tujuan dan nilai-nilai inti  dalam proses
formulasi hukum, memberikan panduan konkrit bagi para
pakar fikih. la begitu yakinbahwa pemahaman dan
penerapan magqdasid syari’ah secara utuh akan menghasilkan
kebijakan ~ hukum  yang bijaksana dan sesuai dengan
kemaslahatan umat.>

Maslahah menjadi aspek yang signifikan dalam kajian
hukum Islam karena merupakan tujuan syariah (magashid al-
Syari’ah) dari penetapan hukum Islam. Maslahah mengacu
pada kebaikan yang tidak tercakup secara eksplisit dalam
syariah untuk melaksanakan atau meninggalkan hukum
tersebut. Penggunaan maslahah dalam cakupan yang luas,
disebut sebagai maslahah al-mursalah, didasarkan pada dalil-
dalil tafsili yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.%®

53 Isma’il Muhammad Syah, Tujuan Dan Ciri Hukum Islam Dalam
Hukum Filsafat Hukum Islam, cet ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992), 65.

% Qurrotul Aini Dkk, “Penyamaan Batas Usia Minimum
Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan: Analisis Maqasid
Syari‘ah ‘Abd Allah Ibn Bayyah,” Jurnal Mugarranah 7, no. 2 (2023):
117,
https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/20722.

% Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syariah (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), 91.
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Maslahah dilihat dari segi kualitas dan kepentingan
kemaslahatan itu, para ahli ushul figh membaginya kepada tiga
macam, yaitu: °¢
1. Magslahah al-Durariyyah, kemaslahatan yang berhubungan

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di
akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1)
memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara
akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.
Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al masalih
alkhamsah. Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa
diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia ialah dengan
memeluk suatu agama.Untuk kebutuhan tersebut, maka
Allah mensyari‘atkan agama yang wajib dipelihara oleh
setiap orang, baik yang berkaitan dengan ‘agidah, ibadah,
maupun muamalah.

2. Maslahah al-Hajiyyah yang kemaslahatan yaitu dibutuhkan
dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar)
sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebutdemi
mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar
manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan
meringkas (qasr) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang
sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan
berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik,
dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay’ al-salam),
kerjasama dalam pertanian (muzara’ah) dan perkebunan
(musaqgah). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk
mendukung kebutuhan mendasar al masalih al-khamsah
diatas.

3. Maslahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya
sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau

5 Nasrun Haroen, Ushul Figh, 1st ed. (Ciputat: PT. Logos
Wacanailmu, 1997), 114.
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kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan
sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang
bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-
ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis
cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Menurut Wahbah Az-Zuhayli, maslahah al-mursalah
adalah keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tujuan dan
tindakan syariah, meskipun tidak ada dalil tertentu dari syariah
yang mengizinkan atau melarang.®” Dengan menetapkan
hukumnya, manusia akan memperoleh kemaslahatan dan
menghindari kerusakan.

Sebagai contoh, ketentuan usia wali nikah dalam hukum
Islam tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur’an maupun
hadits. Demikian pula, peraturan perundang-undangan di
Indonesia tidak mencakup keseragaman mengenai batasan usia
wali dalam perkawinan. Oleh karena itu, menarik maslahah dari
kedua konsep perwalian dalam hukum Islam dan hukum positif
menjadi relevan untuk mengatur ketentuan usia minimal wali
dalam pengelolaan data entri wali nikah pada aplikasi
SIMKAH.

Kehadiran seorang wali dalam sebuah pernikahan
memiliki signifikansi yang besar. Tujuan utama dari kehadiran
seorang wali dalam pernikahan adalah untuk bertindak sebagai
perwakilan mempelai perempuan dalam suatu akad.5® Makna
lain dari keberadaan seorang wali adalah representasi dari
kekuasaan atau kewenangan syar'i yang diberikan kepada
individu yang dianggap sempurna, mengingat adanya
kekurangan tertentu pada pihak yang berada di bawah kendali
wali, demi kepentingan dan kemaslahatan dirinya sendiri.
Dengan mempertimbangkan otoritas seorang wali dalam

57 Wahbah al-Zuhaili, A/-Figh Al-Islami Wa ‘Adillatuh, 757.
%8 Qyarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, 90.
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konteks pernikahan, individu yang berhak mewakili perempuan
yang berada di bawah pengaruhnya memiliki tanggung jawab
untuk melaksanakan akad perkawinan, menggantikan peran
orang dewasa dalam memenuhi kewajiban hukum.5°

Melihat kewenangan seorang wali dalam perkawinan,
terutama karena tidak ada ketentuan usia wali nikah yang
spesifik dalam sumber hukum primer (nas), maslahah mursalah
hadir sebagai pertimbangan untuk mengintegrasikan konsep
perwalian. Hal ini mencakup menetapkan batasan usia minimal
wali nikah dalam hukum Islam dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penetapan kriteria usia kedewasaan seseorang sebagai wali
sebaiknya didasarkan pada kemampuan individu tersebut dalam
melakukan perbuatan hukum dan memberikan
pertanggungjawaban atas tindakannya di mata hukum.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang batasan usia
kedewasaan menurut ulama, prinsip dasar tetap konsisten, yaitu
kemampuan bertindak secara hukum, memikul kewajiban
agama, dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam hukum perdata, kemampuan seseorang untuk
melakukan perbuatan hukum seringkali dikaitkan dengan unsur
kedewasaan, yang pada dasarnya terkait dengan faktor usia.
Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya
pasal 98 ayat 1, disebutkan bahwa batas usia dewasa adalah dua
puluh satu tahun, asalkan anak tersebut tidak memiliki cacat
fisik atau mental serta belum pernah menikah. Hal ini sejalan
dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 18

% Muhammad Mughniyyah Jawad, Al-Figh ‘ala Al-Mazahib Al-
Khamsah (Kairo: Maktabah alSyuruq al-Dauliah, 2008), 345.
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tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang
tua.%°

Ketentuan syarat wali nikah dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 11 Tahun 2007 menegaskan bahwa usia wali
nikah harus baligh dan sekurang-kurangnya 19 tahun. Ini
mencerminkan keinginan pemerintah agar wali nikah tidak
dilakukan oleh anak-anak.t* Aturan ini sejalan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam yang
mengatur tentang usia kedewasaan.

Dengan demikian, untuk mencapai maslahah al-mursalah
dalam ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi
SIMKAH, diputuskan agar usia minimal wali adalah 19 tahun.
Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia 19
tahun mencerminkan kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental,
keagamaan, dan budaya.

Kemudian pada pengaturan entri data wali nikah dalam
aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) tidak
dibatasi usia minimal bagi seorang wali, sehingga dalam sistem
ini memiliki kekeliruan dan ketidakselarasan dengan ketentuan
usia minimal seorang wali yang dibawah umur.%? Dimana
menurut ilmu psikologi usia 16 tahun baru terpenuhi kesiapan
fisik, dan secara biologis organ-organ reproduksi memang
sudah siap namun secara mental umur tersebut memasuki usia

0 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, 2014.

62 Bimas Islam, “Website Simkah4 Bimas Islam Kementeiran
Agama Republik Indonesia,” https://simkah4.kemenag.go.id/.
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remaja tengah, dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya
masih tinggi.®3

B. Konsep Wali Nikah Dalam Hukum Positif

1. Perwalian dan Wali Nikah Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan
perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6
ayat 2: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin
kedua orang tua”. Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:
“Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat
Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau
yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam
garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksa, dan suami
atau isteri”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah
merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan
dalam pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan
rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang
bertindak untuk menikahkannya”.5 Jadi dari bunyi pasal di atas
mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak
diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

Selanjutnya dalam Undang-undang 1974 pasal 6 ayat 3 dan
4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan
sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang

83 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Kencana,
2011), 219.

%4 Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Pustaka
Widyatama), 2003, 14 .
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tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan

kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara

atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan
menyatakan kehendaknya. Kemudian pasal 20 ayat 1 Kompilasi

Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa: “Yang bertindak

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi

syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”.®®
Kemudian Pada pasal 51 ayat 2 ”Wali sedapat-dapatnya
diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”
menyatakan adanya syarat wali dengankriteria dewasa, tidak
dijelaskan secara pasti pengertian mengenai kedewasaan
seseorang. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974 ini menyatakan mengenai batasan-batasan umur

seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Yakni terdapat

pada beberapa pasal sebagai berikut:5

a. Pasal 6 ayat 2 menyatakan, bahwa izin orang tua bagi
orang yang melangsungkan perkawinan apabila belum
mencapai umur 21 tahun.

b. Pasal 7 ayat 2 menyatakan, bahwa umur minimal
diizinkannya  seseorang ke  pengadilan  untuk
melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan
wanita 16 tahun.

c. Pasal 47 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum
mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada
di dalam kekuasaan orang tua.

d. Pasal 50 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum
mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang

8 Pasal 20, Kompilasi Hukum Islam (KHI).
8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang
Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya, berada di

bawah kekuasaan wali.

Berdasarkan peraturan hukum yang tercantum di atas,
terdapat perbedaan dalam menetapkan usia dewasa. Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membatasi usia
dewasa pada 18 tahun, sementara Kompilasi Hukum Islam
menetapkan batasan usia dewasa pada 21 tahun. Namun, perlu
dicatat bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 sejalan dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa
seseorang dianggap anak hingga berusia 18 tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.

2. Perwalian dan Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri
Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan
Perkawinan

Wali dalam pernikahan memiliki peran krusial sebagai
penentu keabsahan akad nikah. Dikemukakan dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 18 ayat (1)
menyebutkan bahwa “akad nikah dilakukan oleh wali nasab”.
Hal ini lebih lanjut diuraikan pada ayat (2) yang menjelaskan
syarat adanya wali nasab, adapun syaratnya yaitu sebagai
berikut:®’

a. Laki-laki;

Beragama Islam;

Baligh, berumur sekrang-kurangnya 19 tahun;

Berakal;

Merdeka, dan

Dapat berlaku adil.

Pada ayat (3) yang berbunyi “Untuk melaksanakan

perkawinan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN,

o o0oT

87 Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18
Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.
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Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi
syarat”. Ayat (4) yang berbunyi “Kepala KUA Kecamatan
ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak
mempunyai wali nasab, wali nasab tidak memenuhi syarat,
berhalangan atau adhal”. Dan ayat (5) yang berbunyi ”Adhal
nya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan keputusan pengadilan.”

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 disusun
dengan tujuan agar wali pernikahan tidak melibatkan anak-
anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2). Ini
mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengatur agar
proses pernikahan tidak melibatkan pihak yang belum cukup
matang secara usia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak yang merubah Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan konsep kedewasaan
dengan mendefinisikan anak sebagai individu yang belum
mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam
kandungan. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, mereka
dianggap belum memenuhi syarat untuk melakukan tindakan
hukum yang sah.58

Dengan demikian, jika aturan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tetap
diimplementasikan, maka wali nasab yang belum mencapai usia
19 tahun akan tetap menjadi wali dalam pernikahan. Akibatnya,
pernikahannya akan dianggap tidak sah karena tidak mematuhi
ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 11 Tahun 2007.

Dalam hal ini, persyaratan untuk menjadi wali nikah sesuai
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.
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sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Persyaratan tersebut merujuk pada ketentuan usia dewasa yang
diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan
Kompilasi Hukum Islam.

3. Perwalian dan Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri
Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah

Seiring dengan implementasi Peraturan Menteri Agama
Nomor 11 Tahun 2007, Tarmizi Tohor, sekretaris Ditjen Bimas
Islam Kemenag, menyatakan bahwa instansinya telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Agama terkait Pencatatan
Perkawinan. Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 ini
merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama No
11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.5°

Nama Peraturan Menteri Agama yang sebelumnya
mengenai Pencatatan Nikah telah mengalami perubahan
menjadi Pencatatan Perkawinan. Penyesuaian ini dilakukan
agar sejalan dengan istilah yang digunakan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tarmizi
menyatakan bahwa Peraturan Menteri Agama ini mengatur
berbagai aspek terkait pencatatan perkawinan, termasuk proses
pendaftaran kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan
perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan
dalam bentuk kartu elektronik.”®

Peraturan Menteri Agama terbaru ini akan menjadi
pedoman baru bagi penghulu dan petugas Kantor Urusan
Agama (KUA) dalam pelaksanaan tugas mereka terkait

89 M. Nurrohman, “Kemenag Terbitkan PMA No 19 Tahun 2018
Tentang Pencatatan Perkawinan,” last modified 2018, accessed
November 30, 2018, http://daulat.co/kemenag-terbitkan-pma-no-19-
tahun-2018-tentangpencatatanperkawinan/.

0 Nurrohman, “Kemenag Terbitkan PMA No 19 Tahun 2018
Tentang Pencatatan Perkawinan.”
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pencatatan perkawinan. Selain itu, peraturan ini mengatur
bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
beragama Islam harus dicatat dalam akta perkawinan yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan
dapat dilakukan setelah dilangsungkannya akad nikah.”

Selain pencatatan perkawinan campuran, pencatatan
perkawinan warga negara asing juga dapat dilakukan di KUA
Kecamatan. Persyaratannya adalah bahwa perkawinan tersebut
melibatkan dua warga negara asing yang beragama Islam.
Untuk perkawinan warga Indonesia yang dilangsungkan di luar
negeri, Peraturan Menteri Agama ini mengatur bahwa
pencatatan dapat dilakukan di Kantor Perwakilan Republik
Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa bukti perkawinan harus
dilaporkan ke Knator Urusan Agama (KUA) daerah tempat
tinggal suami atau istri paling lambat setahun setelah kembali
ke Tanah Air.

Peraturan Menteri Agama ini memperkenalkan sejumlah
ketentuan baru, termasuk perubahan dalam persyaratan wali.
Dalam peraturan ini, syarat menjadi wali tidak lagi ditentukan
berdasarkan usia, melainkan hanya didasarkan pada kriteria
baligh. Pendekatan ini sejalan dengan definisi dalam fikih yang
hanya mempertimbangkan kriteria baligh sebagai syarat wali
nikah. Sebagai perbandingan, Peraturan Menteri Agama Nomor
11 Tahun 2007 menetapkan kriteria wali berdasarkan usia, yaitu
sekurang-kurangnya 19 tahun.

Dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19
Tahun 2018 disebutkan bahwa syarat adanya wali nasab adalah
sebagai berikut: "2

" Nurrohman, “Kemenag Terbitkan PMA No 19 Tahun 2018
Tentang Pencatatan Perkawinan.”

2 Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11
Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.
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a. Laki-laki;

b. Bergama Islam;
c. Baligh;

d. Berakal; dan

e. Adil.

Dalam pasal diatas memiliki perubahan dengan Peraturan
Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang syarat wali nasab,
yaitu pada PMA No 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 2 menjelaskan
batas umur baligh sekurang-kurangnya 19 tahun atau minimal
usia seorang wali yaitu 19 tahun, kemudian dalam PMA No 19
Tahun 2018 pasal 11 ayat 2 pada syarat baligh mengalami
perubahan yaitu tidak tercantum lagi umur dalam PMA tersebut.

Kemudian pada ayat (3) pasal 11 PMA No 19 Tahun 2018
menjelaskan urutan-urutan wali nasab sebagai berikut:”

Bapak Kandung;
Kakek (bapak dari bapak);
Bapak dari kakek (buyut);
Saudara laki-laki sebapak seibu;
Saudara laki-laki sebapak;
Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu;
Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
Paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
Paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);
Anak paman sebapak seibu;
Anak paman sebapak;
Cucu paman sebapak seibu;
. Cucu paman sebapak;
Paman bapak sebapak seibu;
Paman bapak sebapak;
Anak paman bapak sebapak seibu;

ToOoS3I—ARToSQ@e a0 T

8 Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11
Ayat 3 Tentang Pencatatan Perkawinan.
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g. Anak paman bapak sebapak;

r. Saudara laki-laki kandung kakek;

s. Saudara laki-laki sebapak kakek;

t. Anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan

u. Anak saudara laki-laki sebapak kakek.

Ayat (4)

Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan
kepada kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain
yang memenubhi syarat.

Ayat (5)

Dalam hal ini tidak hadir pada saat akad, wali harus
membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali,
disaksikan oleh 2(dua) orang saksi dan diketahuioleh kepala
KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

Pada pasal 11 ayat 3, 4, dan 5 menjelaskan mengenai wali
nasab, dari urutan-urutan wali nasab, yang berhak
menggantikan wali nasab yang memenuhi syarat dengan
menyertakan surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali,
disaksikan oleh dua orang sebagai saksi dan diketahui oleh
kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali tersebut.

Selanjutnya pada pasal 12 Peraturan Menteri Agama No 19
Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan:

1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali
hakim.

2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat
oleh Kepala KUA Kecamatan.

3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bertindak sebagai wali apabila: a. wali nasab tidak ada; b.
walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d.

4 Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 12
Ayat 1-6 Tentang Pencatatan Perkawinan.
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walinya tidak dapat dihadirkan karena dalammasa tahanan;
atau e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah
Syar’iyah.

5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari
calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa
setempat.

6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada
dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi
berwenang.

C. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

1. Pengertian dan Sejarah Munculnya SIMKAH

SIMKAH merupakan kependekan dari "Sistem Informasi

Manajemen Nikah," sebuah program aplikasi berbasis
Windows yang bertujuan untuk mengumpulkan data pernikahan
dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Wilayah
Republik Indonesia secara daring. Data tersebut akan disimpan
secara aman di KUA setempat, kantor wilayah di tingkat
kabupaten/kota, serta di Direktorat Bimas Islam. Pemanfaatan
data ini dilakukan untuk keperluan analisis dan pembuatan
laporan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan. Standarisasi
data menjadi suatu kebutuhan penting agar pengelolaan data
dapat lebih efektif dan efisien, terutama melalui penggunaan
program yang memadai.”

> Dirjen Bimas Islam, “Buku Panduan Simkah,” accessed
December 29, 2023, Simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/urusan-
agama-Islam/kepenghuluan/622-buku panduansistem-informasi-
manajemen-nikah-, .
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Program SIMKAH adalah salah satu aplikasi khusus yang
dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Program ini
mengadopsi teknologi internet sebagai metode yang dianggap
lebih tepat, cepat, dan aman, dibandingkan dengan metode
backup konvensional.

Dimana pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah
dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad untuk
mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi
semakin  diperkuat. Sebelumnya, telah diperkenalkan
SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan
Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), dan akhirnya
SIMKAH. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu
kriteria penilaian dalam pemilihan KUA teladan nasional pada
tahun 2013. Selanjutnya, pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang melibatkan SIMKAH
diintegrasikan sebagai Rencana Program Pemerintah (RKP)
yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, baik di tingkat pusat
maupun daerah.’®

Jumlah KUA yang mencapai sekitar 5382, sebagai
penyedia layanan administrasi pernikahan, harus beralih ke
pendekatan berbasis IT. Meskipun budaya manual masih
dominan dalam proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat,
namun kemajuan teknologi informasi yang signifikan
memerlukan sikap yang terbuka terhadap perubahan.
Keharusan untuk memanfaatkan teknologi informasi guna
meningkatkan layanan publik sudah menjadi suatu kebutuhan
yang tidak dapat diabaikan. Dalam situasi di mana hampir
semua instansi pemerintah yang memberikan layanan publik

®  Thobib Al-Asyar, “SIMKAH Cara Baru Pelayanan
Administrasi Nikah Di Era Digital,” accessed December 29, 2023,
http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/makalah-Islam-
SIMKAH-carabarpelayanan-administrasi-nikah-di-era-.
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telah mengadopsi IT, seperti imigrasi, kepolisian, dan
kependudukan, termasuk pendaftaran anak-anak sekolah, KUA
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam tidak
dapat lagi menghindari peralihan ini.”’

Sebelum penerapan peraturan penggunaan SIMKAH, tata
cara pencatatan di KUA mengikuti ketentuan yang tercantum
dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang
kemudian diikuti dengan aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Pencatatan Perkawinan dan Keputusan Direktur
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/1142 Tahun
2013 mengenai Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan
Blangko Nikah.”®

Pencatatan perkawinan melibatkan penulisan manual atau
diketik jika tersedia fasilitas komputer yang memadai. Sebelum
adanya Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA
Kecamatan, prosedur penulisan dalam  pendaftaran,
pemeriksaan nikah, dan pencatatan peristiwa nikah, cerai/talak,
dan rujuk dilakukan dengan menggunakan huruf balok dan tinta
hitam, baik ditulis tangan maupun diketik oleh para penghulu.
Namun, seiring dengan keberlakuan SIMKAH, pencatatan
nikah yang sebelumnya dilakukan oleh penghulu kini dapat
dilakukan oleh operator yang bertugas. Untuk beberapa KUA
yang memiliki SDM dan fasilitas yang memadai, SIMKAH
memberikan keuntungan dalam peningkatan kecepatan dan

" Al-Asyar, “SIMKAH Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah
Di Era Digital.”

8 Ade Ani Satriani, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) ONLINE Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif
PMA Nomor 11 Tahun 2007 (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 54.
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efisiensi kerja. Namun, situasi berbeda berlaku untuk KUA
yang belum memiliki SDM dan fasilitas yang memadai, di
mana penerapan SIMKAH dapat membuat KUA tersebut
kurang optimal dalam pelaksanaannya menuju pencatatan nikah
yang modern dan berbasis IT.”

2. Tujuan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan data dan proses
administrasi terkait dengan pernikahan. Tujuan utama dari
SIMKAH adalah pertama: Sebagai sistem penyeragaman data,
dan kedua, sebagai Backup Data yang terintegrasi.®
Penyeragaman data tersebut sangat diperlukan dengan harapan
data dapat lebih efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam
pelaksanaan proses pernikahan di suatu wilayah atau negara.
Melalui SIMKAH, pemerintah atau lembaga terkait dapat
mengintegrasikan seluruh informasi terkait pernikahan, mulai
dari pendaftaran hingga pelaporan, menjadi suatu sistem yang
terpusat dan terkelola dengan baik.8!

Salah satu tujuan utama SIMKAH adalah mempermudah
proses pendaftaran pernikahan. Dengan adanya sistem ini, calon
pengantin dapat mengajukan permohonan pernikahan secara
elektronik, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan
dalam proses administrasi. Selain itu, SIMKAH juga bertujuan

" Satriani, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) ONLINE Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA
Nomor 11 Tahun 2007, 51.

8 Islam, “Buku Panduan Simkah.”

81 R. Ramdani Wahyu Sururie Juneldi, “Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor
Kabupaten Sumedang,” Jurnal Hukum dan Peradilan Islam 1, no. 2
(2020): 183, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-
syakhsiyyah/article/view/9914 .
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untuk menciptakan database yang terkini dan akurat mengenai
data pernikahan, memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat
dengan benar dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang
berwenang. Keberadaan SIMKAH juga dapat mendukung
perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait
perkawinan. Dengan data yang terkumpul melalui SIMKAH,
pemerintah dapat menganalisis tren pernikahan, pola perubahan
sosial, dan kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan
pernikahan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk
merancang kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan
kebutuhan aktual masyarakat.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki
tujuan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan hukum
terhadap pernikahan. Dengan memiliki database yang lengkap
dan terkelola dengan baik, SIMKAH dapat membantu pihak
berwenang dalam mendeteksi dan mencegah tindakan
pernikahan ilegal atau penyalahgunaan administrasi
pernikahan. SIMKAH berguna untuk mengumpulkan data
nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah
Republik Indonesia dan dapat diakses secara online.?? SIMKAH
juga dapat membantu dalam validasi identitas calon pengantin,
pemantauan status pernikahan, dan peningkatan kontrol
terhadap proses pernikahan. Selain itu, SIMKAH dapat
menyimpan database milik calon pengantin, sehingga tidak
membutuhkan waktu yang lama ketika ingin menemukan dan
membukanya kembali. Melalui SIMKAH, pendaftaran
pernikahan dapat dilakukan secara online, dan aplikasi ini juga

8 7Z. M Ahmad, “Efektivitas Program Sistem Informasi
Manajemen Nikah Pada Pandemi Covid-19 (Studi Pada KUA Kecamatan
Terbanggi Besar Kabubaten Lampung Tengah)” (UIN Raden Intan,
2023), 43.
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dilengkapi dengan fitur survei kepuasan masyarakat secara
elektronik.

Dengan hadirnya SIMKAH, seseorang akan terdaftar
secara daring, sehingga tidak dapat melakukan pernikahan
ganda melalui manipulasi status pernikahannya. Pemerintah
juga akan mendapatkan data yang akurat mengenai angka
pernikahan di Indonesia. Untuk meningkatkan pengelolaan
SIMKAH, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal.
Meskipun belum merata di setiap Kantor Urusan Agama (KUA)
pada saat ini, pemerintan memiliki komitmen untuk terus
melengkapkan SIMKAH di setiap KUA. Saat ini, sedang
disiapkan Infrastruktur Teknologi SIMKAH untuk 157 KUA.
SIMKAH merupakan bagian dari upaya optimalisasi teknologi
informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.®?

Dalam proses perkembangannya, aplikasi SIMKAH
mendapat respons positif dari berbagai pihak. Termasuk di
antaranya adalah respon positif dari operator SIMKAH di
Kantor Urusan Agama (internal) dan juga dari masyarakat
umum (eksternal). Respons yang bersifat membangun ini
memiliki nilai penting bagi pengelola SIMKAH, karena pada
akhirnya, respons tersebut menjadi materi evaluasi untuk
pengembangan kebijakan dalam sistem informasi pernikahan.8

83 Konsultan Rumah Tangga, “SIMKAH,”
http://penghoeloemoeda.blogspot.com/2011/01/simkah.html .
8 Konsultan Rumah Tangga, “SIMKAH.”
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3. Manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah

(SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki
manfaat bagi masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA),
seperti yang dijelaskan berikut ini:®®
a. Manfaat Simkah Bagi KUA:

1) Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa
nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri;

2) Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah
yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil;

3) Pengumunan kehendak nikah dapat dipublish secara
luas;

4) Pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan;

b. Manfaat Simkah Bagi Masyarakat:

1) Membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) dicatat di KUA-KUA;

2) Membangun infrastruktur database dengan
memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi
kebutuhan manajemen dan eksekutif;

3) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi
antara KUA ditingkat daerah sampai kantor pusat;

4) Penyajian data yang cepat dan akurat serta
mempermudah pelayanan, pengendalian dan
pengawasan;

5) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi
yang lengkap, cepat dan akurat.

Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak hanya
memberikan kemudahan dalam proses administrasi pernikahan,
tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas layanan,

8 Al-Asyar, “SIMKAH Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah
Di Era Digital.”
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keakuratan data, dan keamanan informasi. Sebagai alat yang
mendukung perkembangan teknologi, SIMKAH memberikan
kontribusi positif terhadap efisiensi dan efektivitas manajemen
pernikahan, menciptakan lingkungan administratif yang lebih
teratur, serta memberikan akses yang mudah bagi masyarakat
dan pemerintah untuk memantau dan mengelola peristiwa
pernikahan dengan lebih baik.%

4. Cara Daftar Nikah Melalui SIMKAH
1. Menyiapkan Persyaratan Pendaftaran Nikah
1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2) Fotocopy Akta Kelahiran
3) Pas Photo 2x3 Latar Biru 4 Lembar dan Softcopy
4) Formolir N1-N4
5) Fotocopy Kartu Keluarga.
2. Login di web simkah4.kemenag.go.id
1) Calon pengantin harus membuat user. Klik daftar bagi
yang belum punya akun dan klik masuk bagi yang
sudah memiliki akun.

€ 3 0 % simkahkenesag goiadnin ® % L0090

'5hf\kah Boranda it Percdaftarae Offin s Pondaftaran O FAG Kotk

Sistem
Informasi
Manajemen
Nikah

Selamat Sata  Nosieren Mikah.
m-u..a a1 -

Gambar 2.1. Halaman Login

86 Tslam, “Buku Panduan Simkah.”
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2) Kemudian klik pilihan DAFTAR NIKAH

« s 0 = ok % vi0B
= 04 Se\an‘.aldalang.l_ 28
Daftar Nikan Online ﬂ "

Gambar 2.2. Dashboard
3) Jika menikah diluar domisili maka klik ”Ya” untuk
memasukkan nomor rekomendasi yang didapatkan di
KUA asal, jika menikah didomisili maka klik tidak”

€0 O T et e 9o 00 |bbs G20 40 K0S JuSCRANIL N w08

Gambar 2.3. Pop up message
4) Mengisi lokasi KUA Kecamatan yang menjadi tempat
pendaftaran nikah dan jadwal pernikahan

€ & C % cmkahdkemenaggo c/Ebdichta 0275 4d8c bS:d 2aticodinies eNa W I0oP

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE [ © ws v s IS

Lokasi KUA & Jadwal Nikah

Provinst: KabupstenKota-

Kecamatan: * KR+

Nikeh O Tenggel Akad: ©
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Gambar 2.4. Lokasi KUA dan Jadwal Nikah.
5) Mengisi data calon suami beserta orang tua suami

€ 5 O % simkehdkemenaggoid/Bboichbe-027e-4d8d-bIas-ZaTIcHca3634 R wsHL0D

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

I N N
- e -
T -
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P

Gambar 2.5. Kolom data suami dan orang tua suami
6) Mengisi Data Calon Istri beserta orang tua Istri

€ 3 O 5 sinkabtkomersg ga iablichin Oife Adid b TeANM NS v 209
FORM DAFTAR NIKAH ONLINE [ © e S

e e e T
-]

= =

e Yo R

o =

Gambar 2.6. Kolom data calon istri dan orang tua
istri
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7) Disetiap kolom calon siami dan calan istri bagian
bawah terdapat laman untuk upload pas photo

LR T Ex wi009
DRM DAFTAR NIKAH ONLINE = -

Mamat

Uplosd Fata Uburan 26 ® Format 193 / WG

ot 2

eI T

Gambar 2.7. Kolom upload pas photo calon pengantin
8) Mengisi data Wali Nikah

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

Warg Megars egars Asal Peemor Paspor Wl Satin Wt ebungan ok

Nonr Nama Wak: Nama Ayah Wk

Seseb/Alssan Wek Hakom Tempat Lahr Tanggal Lahi Vet
-]

Petenan A Peberan Loy o WP Agama

Mot

Gambar 2.8. Kolom Data Wali Nikah
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9) Ceklis dokumen yang akan disiapkan ke KUA , lalu
Upload semua dokumen yang sudah di scan,
kemudian klik simpan untuk mendapatkan bukti
pendaftaran.

O 5 wmiahdkomenag god/B0ichos 027c Af8d bSed 2ulicScaiid Ne w038

.
FORM DAFTAR NIKAH ONLINE === -
[lisawatieioes o] cionm U swinsss] s pibmiei]

Dokumen Yang Harus Dibawa
Persyaratan Dokumen Suami Persyaratan Dokumen lstri

Gambar 2.9. Dokumen yang disiapkan

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

Gambar 2.10. Dokumen yang disiapkan
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10) Bukti Pendaftaran

€ 3 0 n simianiienengod0ihh-0zTe-dBo- b0 G EE B% vO4§:

BUKTI PENDAFTARAN

Gambar 2.11. Bukti Pendaftaran Nikah



BAB III
ANALISIS TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA
MINIMAL WALI NIKAH DALAM APLIKASI SIMKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Ketentuan Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Pengembangan teknologi informasi, seperti yang disampaikan
oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui
aplikasi SIMKAH, memberikan kontribusi besar dalam
mendukung KUA Kecamatan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini
terutama terlihat dalam pencatatan pernikahan dan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan inovasi terbarunya, SIMKAH
membantu meningkatkan kinerja KUA dalam mengelola
pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan dini, perkawinan
kedua, dan menyediakan pemberitahuan/ pengumuman kehendak
nikah secara luas serta rekomendasi pindah nikah melalui
pemanfaatan fungsi internet.®’

Berbagai keunggulan sebagai layanan administrasi nikah
berbasis internet yang dimiliki oleh SIMKAH juga menciptakan
dampak positif dalam evolusi pencatatan perkawinan. Sistem yang
sebelumnya bergantung pada proses manual kini menjadi lebih
efisien berkat kemajuan teknologi informasi. Penggunaan
teknologi informasi, yang didukung oleh adanya database untuk
menyimpan data yang dimasukkan, menjadi suatu kebutuhan
penting untuk menjaga keamanan data agar terhindar dari
kerusakan atau kehilangan.8®

87 Setiawan, Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah
(SIMKAH), 4.

8 Abdul Djamil, “Penghulu: Layanan Berbasis IT,” Menjaga
Integritas, last modified 2012, 10, accessed January 12, 2024,
https://kemenag.go.id/read/tingkatkan-layanan-menag-luncurkan-simbi-
dym75.
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Penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) ini terbukti sangat efisien dan efektif, serupa dengan
proses penulisan, pendaftaran, atau pencatatan nikah pada model
NB, dan Akta Nikah model (N) dengan penomoran berkas yang
otomatis. Jika usia calon pengantin belum memenubhi syarat, sistem
ini secara otomatis menolaknya karena mencantumkan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan. Administrasi
menjadi lebih tertata, dan data dapat dibuka sewaktu-waktu dengan
rapi. Pencetakan buku nikah sebagai pengganti Akta Nikah juga
menjadi lebih teratur, mengurangi risiko kesalahan data.®

Dalam penggunaan SIMKAH, satu input data akan
menghasilkan output berupa model NC (pengumuman kehendak
nikah), model NB (pemeriksaan berkas nikah), model NA (Akta
Nikah), dan buku Nikah.?® Dengan otomatisasi SIMKAH, jika ada
data yang tidak sesuai dengan ketentuan konfigurasi aplikasi,
sistem secara otomatis akan menolaknya. Sebagai contoh, jika usia
calon pengantin perempuan dan laki-laki di bawah 19 tahun dan 17
tahun, data tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam SIMKAH.

Jika usia calon pengantin laki-laki belum mencapai 19 tahun,
SIMKAH secara otomatis akan menolak permohonan tersebut.
Integrasi sistem dengan database catatan sipil memastikan bahwa
ketika data diambil dari catatan sipil dan usia calon pengantin laki-
laki tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, sistem akan menolak data tersebut.
Agar data dapat diterima oleh sistem, calon pengantin laki-laki
harus melampirkan surat permohonan dari orang tua dan
Pengadilan Agama. Dengan memenuhi syarat ini, data tersebut

8 Kementerian Agama RI, Paradigma Baru KUA, ed. Majalah
Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Edisi No.1. (Jakarta, 2014), 4.

% Kementerian Agama RI, Buku Panduan Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) (Jakarta: Dirjen Bimas Islam,
2013), 1.
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dapat dimasukkan ke dalam sistem, sehingga proses pernikahan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian, pentingnya usia minimal wali nikah dalam Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menjadi salah satu aspek
yang harus diperhatikan secara cermat, karena SIMKAH memiliki
peran penting dalam memastikan bahwa proses pernikahan
berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku.
Namun, pada pengajuan data wali nikah dalam aplikasi SIMKAH,
tidak ada batasan usia minimal bagi wali yang diajukan sehingga
proses pendaftaran pernikahan secara online di SIMKAH dapat
dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Pengaturan entri wali nikah pada aplikasi SIMKAH tidak
menolak jika usia seorang wali yang dimasukkan berada di bawah
15 atau bahkan 10 tahun. Oleh karena itu, aplikasi SIMKAH
menunjukkan bahwa tidak ada batasan usia minimal bagi wali
nikah dalam aplikasi tersebut.®! Jadi, tidak diketahui secara pasti
mengapa tidak ada batasan usia wali nikah dalam pengaturan data
entri wali nikah pada SIMKAH.

Peraturan terkait penggunaan aplikasi SIMKAH terdapat
dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor DIJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang menjelaskan
tentang implementasi aplikasi SIMK AH.%?

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
hanya mencakup putusan terkait penerapan aplikasi SIMKAH,
tanpa memberikan detail terkait regulasi data entri batasan usia

% Islam, “Website Simkah4 Bimas Islam Kementeiran Agama
Republik Indonesia.”

92 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor DJ.11/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH Pada Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
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minimal wali nikah yang tidak ada batasan minimalnya dalam
aplikasi tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Sebagai salah satu unsur utama dalam pernikahan, kehadiran
seorang wali menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh
karena itu, pernikahan yang tidak melibatkan wali dianggap tidak
sah. Penunjukan wali dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang
teratur, dimulai dari individu yang memiliki hak terbesar, yaitu
mereka yang memiliki hubungan darah yang paling dekat dan kuat.
Sebagian besar ulama, seperti Imam Malik dan Imam Syafi',
berpendapat bahwa wali harus berasal dari garis ayah, bukan garis
ibu, dan mereka mendukung pendapat ini dengan dalil dari Al-
Quran dan Hadis. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan
harus diresmikan oleh seorang wali yang laki-laki, beragama
Islam, telah baligh, berakal, dan adil.

Batasan baligh tidak ditemukan secara rinci dan teknis di
dalam Al Quran maupun Hadits, para Ulama Madzhab melakukan
ijtihad melalui ra’yu untuk merumuskan kriteria batasan baligh
tersebut Dalam surat an-Nur ayat 59 disebutkan

2agld Ga Cpdl) u.:l.w.n\l.AS\ sw alall g;s.u k) c.x..m 3
AA e 2 4:'\5\9534341 A

Artinya: “Dan apabila anak—anakmu telah sampai umur balzg,
maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan
ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.®®

% DEPAG RI, 4l Quran Dan Terjemahannya (Bandung: PT
Syamil Cipta Media, 2007) 301.
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Berdasarkan ayat tersebut, Al-Quran telah menetapkan
kriteria baligh bagi anak-anak, yaitu ketika mereka mengalami
mimpi basah atau ihtilam, baik dalam mimpi atau dalam keadaan
terjaga. Jika anak telah mengalami mimpi tersebut, ia dianggap
telah baligh. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "baligh”
berarti "mencapai hulm", yang mengacu pada mimpi. Seorang anak
dianggap telah mencapai kedewasaan ketika ia mengalami "mimpi
tentang hubungan seks atau mimpi yang serupa”, yang
mengakibatkan keluarnya mani.%*

Para ulama dari berbagai madzhab memiliki pandangan yang
berbeda mengenai kriteria indikator eksternal untuk menentukan
kematangan (baligh). Untuk menetapkan apakah seseorang sudah
baligh atau belum, beberapa ulama menyatakan bahwa tanda bagi
wanita adalah pertama kali mengalami haid, sedangkan bagi pria
adalah pertama kali mengeluarkan mani (air sperma) melalui
mimpi.%

Ada beberapa petunjuk untuk mengetahui apakah seorang
anak telah mencapai baligh atau belum. Tanda-tanda baligh
umumnya mencakup (1) anak telah mengalami mimpi basah, baik
laki-laki maupun perempuan, (2) anak perempuan telah mengalami
menstruasi, dan (3) anak telah mencapai usia tertentu, seperti 15
tahun menurut mayoritas ulama Syafi'i. Imam Abu Hanifah
mengatur batas usia baligh pada 18 tahun untuk laki-laki dan 17
tahun untuk perempuan.®

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam
hukum Islam, kriteria baligh tidak diatur secara spesifik dalam Al
Quran maupun Hadits. Ulama dari berbagai Madzhab melakukan

% M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, vol. 19 (Jakarta: Lentera
Hati, 2007), 397.

% A Imron and M. N. Ichwan, Pertanggungjawaban Hukum:
Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional
Indonesia (Walisongo: Walisongo Press, 2009), 124.

9 Jawad, AI-F. iqgh ‘ala Al-Mazahib Al-Khamsah, 318.
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ijtihad dengan menetapkan tiga indikator baligh: ihtilam bagi laki-
laki, haid bagi perempuan, dan mencapai usia tertentu. Terdapat
perbedaan pendapat di antara ulama mengenai batasan usia ini, dan
penetapan usia ini didasarkan pada prinsip yang tercapai atau
dipenuhi lebih dahulu oleh individu tersebut. Penetapan usia
menjadi penting terutama jika seseorang belum mengalami ihtilam
atau haid, khususnya untuk perempuan.

Dalam ilmu fikih, terdapat beragam pandangan mengenai usia
baligh, menurut Abu Hanifah, usia baligh bagi anak laki-laki
adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun.
Sementara itu, pandangan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan
asy-Syafi'i menyatakan bahwa tanda baligh dapat terjadi pada usia
15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.®’

Dalam kitab terjemahan matan Safiinah an-Najaa, disebutkan
beberapa tanda-tanda baligh sebagai berikut:%

1. Usia telah mencapai usia 15 tahun, baik itu untuk laki-laki
maupun perempuan.

2. Mengalami mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Memulai haid pada usia 9 tahun bagi Perempuan.

Batas usia baligh dalam beberapa ketentuan di atas tidak
selalu sama. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dengan sudut
pandang maslahah al-mursalah untuk mengekstraksi manfaat dari
berbagai ketentuan usia baligh, sehingga dapat diterapkan sebagai
ketentuan usia minimal wali dalam pengaturan data wali nikah
dalam aplikasi SIMKAH.

Menyadari manfaat disyariatkannya peran wali dalam
pernikahan, hal ini dipengaruhi oleh alasan bahwa perempuan
cenderung pemalu dan jarang berinteraksi dengan laki-laki. Oleh
karena itu, tidak mengherankan jika perempuan mungkin kurang

% Husein, Figh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama
Dan Gender), 90.
% Syaikh Salim bin Sumair al-Hadromi, Matan Safinah Naja, 3.
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memahami karakteristik seorang laki-laki. Keberadaan wali
menjadi penting untuk mencegah agar perempuan tidak tertipu
oleh laki-laki, karena wali memiliki pemahaman yang lebih baik
tentang karakteristik laki-laki, baik karena sering berinteraksi
dengan mereka atau karena memiliki kedekatan sebagai sesama
lelaki. Karena itu, individu yang memiliki kewenangan untuk
mewakili perempuan dalam situasi ini akan menjalankan akad
perkawinan sebagai orang dewasa yang memahami kewajiban
yang terkait dengan perbuatan hukum.®®

Selanjutnya, kriteria kecakapan seseorang dalam melakukan
tindakan hukum dalam hukum perdata juga berkaitan dengan unsur
kedewasaan dan secara tidak langsung, terkait dengan unsur usia.
Namun, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI), terutama pada Pasal 98 ayat 1, dan Pasal 47 Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan
bahwa secara prinsip, individu yang dapat melakukan tindakan
hukum secara sah dengan konsekuensi hukum yang penuh adalah
mereka yang telah mencapai usia dewasa.

Berikutnya, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, khususnya pada pasal
18 ayat (2) poin c, diatur bahwa seorang yang ingin menjadi wali
nikah harus telah mencapai usia baligh dan minimal berusia 19
tahun.’® Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
mencerminkan Kkeinginan pemerintah agar wali nikah tidak
dilakukan oleh anak-anak. Aturan ini sejalan dengan hukum yang
berlaku di Indonesia, yang mengacu pada ketentuan usia dewasa
yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta
ketentuan usia dewasa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

9 Junus, Perkawinan Dalam Islam, 53 .
100 peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18
Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.
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Kemudian dengan adanya teori Maslahah al-Durariyyah,
yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok
umat manusia di dunia dan di akhirat, yang dimana persoalan
pernikahan berkaitan dengan memelihara agama, merupakan
ibadah kepada Allah dan sebagai pokok kebutuhan umat manusia.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas tentang
manfaat dari maslahah al-mursalah, ketentuan usia minimal untuk
menjadi wali nikah yang perlu diterapkan dalam pengaturan data
entri usia wali nikah dalam aplikasi SIMKAH adalah individu yang
telah mencapai kematangan usia. Secara ideal, ini mencakup
akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, kejiwaan,
agama, dan budaya, yang dapat dicapai pada usia 19 tahun.

Kemudian dalam pandangan hukum positif Aplikasi
SIMKAH dirancang untuk mempermudah penggunaan bagi semua
kalangan, baik yang baru memulai atau yang sudah terbiasa dengan
penggunaan komputer. Program Sistem Informasi Manajemen
Nikah, yang merupakan aplikasi komputer berbasis Windows,
memiliki tujuan untuk mengumpulkan data nikah dari semua
Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah Republik
Indonesia secara daring. Data-data tersebut akan disimpan dengan
aman di KUA setempat, di kantor kabupaten/kota, di kantor
wilayah provinsi, dan di Bimas Islam. Data tersebut berguna untuk
membuat berbagai analisis dan laporan.%!

Tujuan dari implementasi SIMKAH adalah untuk mencegah
pernikahan di bawah umur dengan menggunakan sistem yang
terintegrasi dengan basis data catatan sipil. Dalam hal ini, jika data
yang diambil dari catatan sipil menunjukkan bahwa nomor akte
kelahiran dan usia seseorang belum memenuhi persyaratan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sistem secara

101 Ahmad, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen
Nikah Pada Pandemi Covid-19 (Studi Pada KUA Kecamatan Terbanggi
Besar Kabubaten Lampung Tengah)”, 43.
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otomatis akan menolak data tersebut. Namun, ada kemungkinan
bagi sistem untuk menerima data tersebut dengan syarat bahwa
pelamar melampirkan surat permohonan dispensasi nikah dari
Pengadilan Agama sesuai dengan ketetapan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.1%? Hal ini dilakukan
agar proses pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberadaan aplikasi
SIMKAH dapat menghindari perbuatan manipulasi terhadap data-
data pernikahan. Namun, penting untuk diingat bahwa kriteria
untuk menentukan status anak di bawah umur atau kedewasaan
seseorang berbeda-beda di beberapa regulasi dalam hukum positif.

Kriteria kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan
hukum masih menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam
beberapa ketentuan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam
pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa Batas
usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau
belum pernah melangsungkan perkawinan”.1®® Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa batas usia 21 tahun dijadikan sebagai
tolok ukur kedewasaan seseorang. Sebagai implikasi logisnya,
seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap belum
dewasa dan tidak memiliki kemampuan hukum yang cukup.

Selanjutnya, penjelasan tentang kedewasaan seseorang dalam
melakukan perbuatan hukum juga diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan
2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan sebagai
berikut:1%4

192 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin.

103 pasal 98, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

194 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang
Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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Pasal 47

1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari
kekuasaannya.

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menurut pasal tersebut, jika seorang anak belum mencapai
usia 18 tahun, ia akan tetap berada di bawah wewenang orang tua
atau wali, dan dalam hal ini, belum dianggap memiliki kapasitas
hukum. Namun, setelah mencapai usia 18 tahun, wewenang orang
tua atau wali tidak berlaku lagi, sehingga anak tersebut memiliki
hak untuk melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun di
luar pengadilan.

Kemudian, persyaratan wali nikah dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 11 Tahun 2007 dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2),
yang berbunyi sebagai berikut:

Syarat-syarat wali nasab:10

a. Laki-laki;

Bergama Islam;

Baligh, berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Berakal;

Mardeka, dan

. Dapat berlaku adil.
Patokan yang digunakan adalah kriteria baligh dan minimal
berusia 19 tahun. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 11 Tahun 2007, batasan usia dewasa disesuaikan dengan
Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan usia 21 tahun, serta

o o0 T

195 peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18
Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
menetapkan usia 18 tahun.

Berbedan dengan peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun
2007 menetapkan bahwa minimal usia seorang wali nikah adalah
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun'®®, namun aplikasi
SIMKAH tidak memiliki ketentuan batas usia minimal bagi
seorang wali. Ini terlihat dari kemampuan SIMKAH untuk
melanjutkan proses ketika usia seorang wali nikah yang
dimasukkan adalah 15 tahun ke bawah. Situasi ini menunjukkan
ketidaksesuaian antara ketentuan usia wali yang diatur dalam
SIMKAH dengan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 2 Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan
beberapa pihak yang menggunakan aplikasi tersebut. Pertama, jika
wali calon pengantin berusia di bawah 15 tahun, hal tersebut tidak
memengaruhi persyaratan wali dalam pencatatan perkawinan di
SIMKAH, sehingga calon pengantin dapat tetap terdaftar dalam
pencatatan perkawinan. Kedua, tidak hanya calon pengantin,
namun pegawai pencatat nikah juga mungkin merasa memiliki
kesempatan untuk memasukkan data wali yang berusia di bawah
15 tahun ke dalam aplikasi SIMKAH. Dengan demikian, hal ini
secara tidak langsung bertentangan dengan ketentuan yang terdapat
dalam pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Seiring dengan berlalunya Peraturan Menteri Agama Nomor
11 Tahun 2007, Tarmizi Tohor, Sekretaris Direktorat Jenderal
Bimas Islam Kementerian Agama, menyatakan bahwa pihaknya
telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama terbaru mengenai
Pencatatan Perkawinan, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19
Tahun 2018. Peraturan terbaru ini merupakan revisi dari Peraturan

196 pgsal 18, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun
2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.
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Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan
Perkawinan.

Walaupun ada beberapa perubahan dalam Peraturan Menteri
Agama yang terbaru, kekakuan pada persyaratan wali nikah masih
ada dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19
Tahun 2018, terutama terkait pengisian data wali nikah dalam
aplikasi SIMKAH. Dari penjelasan sebelumnya, dalam aplikasi
SIMKAH, tidak ada pembatasan usia minimal untuk wali dalam
pengisian data. Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor
19 Tahun 2018 juga tidak memuat ketentuan usia minimal untuk
menjadi wali. Penjelasan mengenai persyaratan tersebut dapat
ditemukan di bawah ini:

Syarat adanya wali nasab adalah sebagai berikut:%

a. Laki-laki;

b. Beragama Islam;
c. Baligh;

d. Berakal; dan

e. Adil.

Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa tidak ada batasan
usia yang disebutkan untuk wali nikah, hanya syarat baligh yang
dicantumkan, dan dalam aplikasi SIMKAH pada entri data wali
juga tidak memiliki ketentuan batas usia minimal wali nikah, tapi
ketentuan baligh pada pasal diatas yang jadi patokan batasan usia
minimal, sedangkan SIMKAH sama sekali tidak memiliki batasan
bahkan usia dibawah 10 tahun tetap bisa lanjut ke tahap berikutnya
dalam pengisian data pendaftaran nikah melalui SIMKAH.

Penting untuk diperhatikan bahwa Peraturan Menteri Agama
ini adalah salah satu regulasi hukum. Peran wali dalam proses
pernikahan adalah bagian yang sangat penting dari akad nikah,
bersama dengan calon pengantin pria, dua saksi, dan ijab gabul.

197 peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11
Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.
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Keterlibatan wali adalah prasyarat penting dalam proses
pernikahan, sehingga jika pernikahan dilakukan tanpa kehadiran
wali yang sah atau melibatkan pihak yang tidak berhak, maka
pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

C. Persamaan Dan Perbedaan Ketentuan Usia Minimal Wali
Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif
1. Persamaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam

Aplikasi  Sistem Informasi Manajemen  Nikah
(SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif

Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki kesamaan
dalam pandangan mengenai ketentuan batas usia minimal
seorang wali nikah dalam penggunaan Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH). Keduanya menganggap
keberadaan wali nikah sebagai sesuatu yang penting. Dalam
hukum Islam dan hukum positif, kehadiran wali dianggap
sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga keabsahan
pernikahan. Wali nikah memiliki peran yang signifikan sebagai
pemegang hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
pernikahan. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hukum Islam
berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa
keterlibatan wali.'® Kemudian regulasi pernikahan baik
Hukum Positif maupun Hukum Islam memiliki tujuan
mengatur pernikahan untuk menjaga ketertiban sosial dan
melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam ikatan
pernikahan. Serta kejelasan ketentuan dari kedua sistem hukum
berusaha menciptakan ketentuan yang jelas terkait usia minimal

108 Junus, Perkawinan Dalam Islam, 53.
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wali nikah dalam upaya untuk memberikan pedoman yang pasti

dalam proses pernikahan.

Kriteria umur dalam penentuan baligh baik Hukum Islam
maupun Hukum Positif memiliki kriteria penentuan baligh
yang berkaitan dengan usia dan tanda-tanda kematangan,
seperti mimpi basah atau datangnya haid bagi perempuan.
Persyaratan ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan
kesiapan seseorang dalam menjalani pernikahan. Kedewasaan
dalam Perbuatan Hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif
mengakui bahwa seseorang harus mencapai tingkat kedewasaan
tertentu sebelum dapat menjalankan perbuatan hukum,
termasuk dalam hal pernikahan. Kriteria kedewasaan ini
mencakup aspek fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan terhadap Anak Keduanya memiliki tujuan
untuk melindungi hak dan kepentingan anak yang hendak
menikah. Batas usia minimal wali nikah diatur dengan tujuan
agar keputusan pernikahan dapat diambil dengan bijaksana,
memperhatikan kematangan fisik dan mental anak dan kedua
Hukum ini memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak-
anak dari pernikahan yang tidak sesuai dengan kematangan
fisik dan psikologis mereka. Batasan usia minimal wali nikah
diharapkan dapat mencegah pernikahan yang melibatkan pihak
yang belum mencapai tingkat kedewasaan yang memadai. %

2. Perbedaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam
Aplikasi  Sistem Informasi Manajemen  Nikah
(SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif

Selain adanya kesamaan, terdapat juga perbedaan antara
Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan ketentuan batas
usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi

199 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, 219.
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Manajemen Nikah (SIMKAH). Dalam Hukum Islam,
penetapan suatu hukum didasarkan pada Al-Quran dan Hadits,
sementara dalam Hukum Positif, sumber hukumnya adalah
peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif.
Perbedaan ini mencakup aspek filosofis, nilai-nilai, dan
pandangan hidup yang mendasari setiap sistem hukum.

Perbedaan utama mungkin terletak pada batas usia
minimal untuk wali nikah. Dalam hukum Islam, batas usia ini
dapat bervariasi tergantung pada penafsiran mazhab yang
berbeda. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, ciri-ciri baligh
termasuk bermimpi yang menghasilkan mani, baik pada laki-
laki maupun perempuan, datangnya haid pada perempuan, dan
usia minimal mencapai 15 tahun. Sementara itu, menurut Imam
Abu Hanifah, batas usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki
dan 17 tahun bagi perempuan.*?

Sedangkan dalam Hukum Positif, batas usia umumnya
diatur oleh berbagai peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 47
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, batas usia
adalah 18 tahun. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, di mana batas usia adalah 18
tahun. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menetapkan
batas usia 21 tahun, sementara Pasal 18 ayat 2 Peraturan
Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan
Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun. Selain itu, Pasal
11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama terbaru No 19 Tahun 2018
Tentang Pencatatan Nikah menetapkan bahwa seseorang harus
telah baligh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batas
usia wali nikah berkisar antara 18 hingga 21 tahun.

Kemudian Dalam aplikasi SIMKAH, sebagai sistem
administrasi keagamaan, mungkin mengikuti panduan dan

110 Jawad, Al-Figh ‘ala Al-Mazahib Al-Khamsah, 318.
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ketentuan yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
Islam atau hukum positif. Oleh karena itu, batas usia minimal
wali nikah dalam aplikasi SIMKAH bisa mencerminkan pilihan
hukum Islam atau ketentuan hukum positif yang berlaku.
Meskipun ada perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif
mengenai usia minimal wali nikah, aplikasi SIMKAH tidak
memiliki batasan usia wali nikah, sehingga usia wali nikah di
bawah 15 bahkan di bawah 10 tahun tetap dapat dilanjutkan ke
tahap berikutnya untuk pendaftaran nikah secara online.

Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Usia
Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif

Perbandingan Hukum Islam ‘ Hukum Positif

Persamaan Dalam Hukum Islam dan Hukum
Positif menganggap wali nikah
memiliki peran penting dalam suatu
pernikahan dengan tujuan mengatur
pernikahan untuk menjaga ketertiban
sosial dan melindungi hak-hak
individu yang terlibat dalam ikatan
pernikahan, dan kejelasan ketentuan
dari kedua sistem hukum berusaha
menciptakan ketentuan yang jelas
terkait usia minimal wali nikah dalam
upaya untuk memberikan pedoman
yang pasti dalam proses pernikahan.

Perbedaan Hukum Islam yang | Dalam  Hukum
bersumber dari Al- | Positif penetapan
Qur’an, Hadist, | suatu hukum
Qiyas dan Ijma’ | kepada subjek
para ulama dalam | atau pelaku
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menetapkan suatu | hukum bersumber

hukum. dari Peraturan
Perundang-
undangan  yang
berlaku.

Dalam Hukum | Hukum  Positif

Islam ketentuan | mengenai

batas minimal usia | ketentuan  batas

wali nikah diatur | minimal usia wali

dengan ketentuan | diatur dengan

“Baligh” bagi | ketentuan

seorang yang akan | "Dewasa” dalam

menjadi wali nikah.

kecakapan hukum
bagi seorang wali.

Dalam hukum Islam
ketetapan
“baligh”
para imam mazhab
berbeda yaitu
berkisar antara 15-
18 tahun.

umur
menurut

Hukum
positif
menetapkan
kedewasaan
seorang diatur
dalam  beberapa
Peraturan
Perundang-
undangan berkisar
antara 18-21

tahun.




BAB 1V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut.

1. Ketentuan batas usia minumal wali nikah dalam aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak
dibatasi, sehingga pengisian data wali nikah dalam proses
pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH tetap dapat
dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk mendapatkan nomor
bukti pendaftaran meskipun usia 10 tahun.

2. Analisis hukum Islam terhadap ketentuan batas usia
minumal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) berdasarkan teori maslahah
al-mursalah, diperlukan penerapan yang sesuai dalam
pengaturan entri data usia wali nikah. Ketentuan ini hanya
berlaku untuk wali yang telah mencapai kematangan usia
(baligh). Menurut beberapa ulama dalam Islam, kriteria usia
baligh dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Menurut
Imam Syafi'i, tanda baligh adalah telah bermimpi basah bagi
laki-laki dan telah berusia 15 tahun bagi perempuan,
sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batasan usia baligh
adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
Analisis hukum positif terhadap ketentuan batas usia
minumal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) terdapat perbedaan dalam
konsep kedewasaan seseorang. Dalam hukum positif,
seseorang dianggap dewasa dalam konteks Undang-Undang
Pernikahan ketika telah mencapai usia 18 tahun, sehingga
dianggap mampu untuk bertanggungjawab dan membuat
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keputusan hukum yang positif sesuai dengan undang-undang
yang berlaku.

. Persamaan dan perbedaan analisis hukum Islam dna hukum

positif terhadap batas usia minumal wali nikah dalam
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
memiliki persamaan yaitu sama-sama memiliki esensi untuk
mengatur tujuan pernikahan, sedangkan perbedaannya
adalah ketentuan batas usia kedewasaan dan batas usia
baligh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memiliki

saran sebagai berikut.

1.

3.

Bagi pemerintah, khususnya Bimbingan Masyarakat Islam
atau Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap
aplikasi SIMKAH perlu diadakan revisi terhadap ketentuan
mengenai tidak ada batasan usia minimal bagi wali nikah
dalam entri data aplikasi SIMKAH  dengan
mengintegrasikan konsep perwalian dalam hukum Islam
dan hukum positif.

Diperlukan penyesuaian antara ketentuan batas usia
minimal dalam SIMKAH dengan kriteria dewasa yang
ditetapkan dalam hukum positif, sesuai dengan Undang-
undang pernikahan yang berlaku.

Walaupun terdapat persamaan dalam tujuan pernikahan
antara analisis hukum Islam dan hukum positif, namun
perbedaan terdapat pada ketentuan batas usia kedewasaan
dan batas usia baligh yang perlu diselaraskan untuk
menjaga konsistensi dan keadilan dalam implementasi
SIMKAH.
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